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KPU. Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan
Parpol Peserta Pemilu DPR dan DPRD.
Pencabutan.

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG

PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN

Menimbang

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 174 ayat (3)
dan Pasal 178 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia Nomor 53/PUU-XV /2017 yang
menyatakan frasa telah ditetapkan dalam Pasal 173 ayat
(1), dan Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai hukum
mengikat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pendaftaran,
Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah;
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Mengingat

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4884);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5
Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 138);
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MEMUTUSKAN:
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum.

2. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah
sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan
Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemilihan Umum Terakhir yang selanjutnya disebut
Pemilu Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang diselenggarakan paling
akhir.

4. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat
DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan
Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat
DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan

Republik Indonesia Tahun 1945.
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10.

11.

12.

13.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia
Tahun 1945.

Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya
disebut DPRP adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Papua sebagai badan legislatif Daerah Provinsi
Papua.

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disebut
DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang
selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara
pemerintahan kabupaten/kota yang anggotanya dipilih
melalui pemilihan umum.

Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang
menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi
Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan
fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih Anggota
DPR, Anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan
untuk memilih Anggota DPRD secara langsung oleh
rakyat.

Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan
Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu.
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang
selanjutnya disebut KPU adalah lembaga Penyelenggara
Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam
melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya
disebut KPU Provinsi adalah lembaga Penyelenggara
Pemilu di provinsi sebagaimana dimaksud dalam

undang-undang.

www.peraturan.go.id



14.

15.

16.

17.

18.

19.

2018, No.138

Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya
disebut KIP Aceh adalah lembaga penyelenggara Pemilu
di Provinsi Aceh yang merupakan bagian dari KPU dan
diberi wewenang oleh Undang-Undang tentang
Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dan pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur.

Komisi Pemilihan Umum  Kabupaten/Kota yang
selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah
lembaga Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Pemilu.
Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota
selanjutnya disebut KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga
Penyelenggara Pemilu yang merupakan bagian dari KPU
dan diberi wewenang oleh Undang-Undang tentang
Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Aceh dan pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut
Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang
mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang.

Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya
disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi
Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang.

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang
selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah

badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang.

Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu
Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD
Kabupaten/Kota, Perseorangan untuk Pemilu Anggota
DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh Partai
Politik atau gabungan Partai Politik untuk Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden.

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional
dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia
secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-
cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan
politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris
Partai Politik sesuai tingkatannya atau dengan sebutan
lain sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga Partai Politik yang bersangkutan.

Pengurus Partai Politik adalah Ketua, Sekretaris, dan
Bendahara Partai Politik sesuai tingkatannya atau
dengan sebutan lain sesuai Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah  Tangga  Partai Politik yang
bersangkutan.

Anggaran Dasar Partai Politik yang selanjutnya disingkat
AD adalah peraturan dasar Partai Politik.

Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang selanjutnya
disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai
penjabaran AD.

Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang
bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia.
Verifikasi adalah  penelitian/pemeriksaan terhadap
kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen
persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.
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Kantor Tetap adalah tempat yang digunakan untuk
penyelenggaraan aktivitas atau kegiatan Pengurus dan
Anggota Partai Politik secara rutin dalam menjalankan
organisasi Partai Politik yang memiliki alamat, status
kepemilikan, papan nama, struktur kepengurusan, dan
peralatan kantor sampai dengan berakhirnya tahapan
Pemilu yaitu pengucapan sumpah/janji Anggota DPR dan
DPRD.

Sistem Informasi Partai Politik yang selanjutnya disebut
Sipol adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi
untuk mendukung kerja Partai Politik dan Penyelenggara
Pemilu dalam melakukan pendaftaran dan Verifikasi
terhadap pemenuhan persyaratan Partai Politik calon
peserta Pemilu.

Petugas Penghubung adalah Pengurus Partai Politik yang
diberikan mandat oleh pimpinan Partai Politik sebagai
penghubung antara Partai Politik dengan KPU, KPU
Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam
proses  pendaftaran,  Verifikasi, penetapan  dan
pengundian nomor urut Partai Politik peserta Pemilu.
Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh
dinas kependudukan dan catatan sipil sebagai pengganti
sementara kartu tanda penduduk elektronik.

Hari adalah hari kalender.

Bagian Kesatu

Penyelenggara Pemilu

Pasal 2

Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas:

a.

o

S I S

mandiri;

jujur;

adil;

berkepastian hukum;
tertib;

terbuka;

proporsional;
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(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

profesional;
akuntabel;
efektif; dan

efisien.

Pasal 3
KPU menerima pendaftaran Partai Politik calon Peserta
Pemilu selama waktu pendaftaran.
KPU melaksanakan Verifikasi terhadap kelengkapan,
keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan Partai
Politik calon Peserta Pemilu.
KPU menetapkan Partai Politik Peserta Pemilu
berdasarkan hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).
KPU mengumumkan hasil Verifikasi dan penetapan
Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3) melalui media cetak, media

elektronik, papan pengumuman dan laman KPU.

Pasal 4
KPU Provinsi/KIP Aceh menerima dokumen hasil
Verifikasi persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu
yang disampaikan oleh KPU.
KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Verifikasi terhadap
dokumen persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di kantor Pengurus

Partai Politik tingkat provinsi.

Pasal 5
KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima dokumen
persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang
disampaikan oleh:
a. KPU; dan
b. Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau
sebutan lain melalui Petugas Penghubung berupa

bukti keanggotaan Partai Politik.
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(2) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi terhadap
terhadap dokumen persyaratan Partai Politik calon
Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di

kantor Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota.

Bagian Kedua

Peserta Pemilu

Pasal 6

(1) Peserta Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPRD
Provinsi, DPRA, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPRK
adalah Partai Politik.

(2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
mendaftar kepada KPU dan memenuhi persyaratan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, untuk dapat ditetapkan sebagai Peserta

Pemilu.

Pasal 7
Partai Politik calon Peserta Pemilu mempunyai hak,
kesempatan, serta perlakuan yang adil dan setara dalam
Verifikasi, penetapan dan pengundian nomor urut Partai
Politik Peserta Pemilu, sebagaimana dimaksud dalam undang-

undang.

Pasal 8
Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya menunjuk
dan menetapkan 2 (dua) orang Pengurus Partai Politik yang
bertugas sebagai Petugas Penghubung antara Partai Politik
dengan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota dalam proses pendaftaran, Verifikasi,
penetapan dan pengundian nomor urut Partai Politik Peserta

Pemilu
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(1)

-10-

BAB II

PERSYARATAN DAN PENDAFTARAN PARTAI POLITIK

CALON PESERTA PEMILU

Bagian Kesatu

Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu

Pasal 9

Partai Politik dapat menjadi Peserta Pemilu wajib

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.

berstatus badan hukum sesuai dengan undang-
undang tentang Partai Politik;

memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;

memiliki kepengurusan paling sedikit di 75% (tujuh
puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di
provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
memiliki kepengurusan paling sedikit di 50% (lima
puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam huruf c;

menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)
keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai
Politik tingkat pusat, dan memperhatikan 30% (tiga
puluh persen) keterwakilan perempuan pada
kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan
kabupaten /kota;

memiliki anggota paling sedikit 1.000 (seribu) orang
atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk
pada kepengurusan Partai Politik sebagaimana
dimaksud dalam huruf ¢ yang dibuktikan dengan
kepemilikan Kartu Tanda Anggota dan Kartu Tanda
Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;
memiliki Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai
Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan
kabupaten/kota sampai berakhirnya tahapan
Pemilu;

mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar

Partai Politik kepada KPU;
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i. menyerahkan nomor rekening atas nama Partai
Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota
kepada KPU; dan

j. menyerahkan salinan AD dan ART Partai Politik.

Partai Politik dalam mengajukan nama, lambang dan

tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

h, dilarang sama dengan:

a. bendera atau lambang negara Republik Indonesia;

b. lambang lembaga negara atau lambang pemerintah;

c. nama, bendera, lambang negara lain atau
lembaga/badan internasional;

d. nama, bendera, lambang organisasi gerakan
separatis atau organisasi terlarang;

e. nama atau gambar seseorang; atau

f.  yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau
keseluruhannya dengan nama, lambang, dan/atau

tanda gambar Partai Politik lain.

Bagian Kedua

Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu

Pasal 10
KPU meminta secara tertulis data jumlah penduduk dari
Kementerian Dalam Negeri.
KPU menetapkan persyaratan jumlah keanggotaan Partai
Politik calon Peserta Pemilu berdasarkan data jumlah
penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
Keputusan KPU.
Persyaratan  jumlah  keanggotaan  Partai  Politik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit:
a. 1.000 (seribu) orang; atau
b. 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk,
pada setiap kepengurusan Partai Politik tingkat
kabupaten/kota.
Dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf b menghasilkan angka pecahan,

dilakukan pembulatan ke atas.
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(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

-12-

Pasal 11
KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota
melakukan sosialisasi kepada Partai Politik mengenai
pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik calon peserta
Pemilu serta tata cara penggunaan Sipol.
Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sebelum pendaftaran Partai Politik calon

Peserta Pemilu.

Pasal 12
Sebelum mendaftar sebagai calon Peserta Pemilu, Partai
Politik wajib memasukkan data salinan dokumen
persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu ke dalam
Sipol.
Data salinan dokumen persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), mencakup:
a. data kepengurusan Partai Politik tingkat pusat,
provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;
b. data keanggotaan Partai Politik tingkat
kabupaten/kota; dan
c. data pendukung sebagai pemenuhan persyaratan
Partai Politik menjadi Peserta Pemilu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf e,
huruf g, huruf h, huruf i, dan hurufj.
Pemasukan data salinan dokumen  persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilakukan sebelum Partai Politik mendaftar sebagai calon
Peserta Pemilu ke KPU.
Partai Politik mencetak formulir persyaratan pendaftaran
dari Sipol setelah memasukkan data ke dalam Sipol
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk diserahkan
kepada KPU pada saat pendaftaran.
Partai Politik yang tidak memasukkan data salinan
dokumen persyaratan ke dalam Sipol sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan tidak menyerahkan salinan
dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak

dapat mendaftar sebagai Peserta Pemilu.
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Pasal 13

KPU mengumumkan pendaftaran Partai Politik calon

Peserta Pemilu selama 3 (tiga) Hari.

Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan melalui media cetak, media elektronik,

papan pengumuman dan laman KPU.

Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), memuat informasi:

a. waktu penyerahan dokumen persyaratan;

b. tempat penyerahan dokumen persyaratan; dan

c. tempat penyerahan bukti keanggotaan Partai Politik
dan salinan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau
Surat Keterangan.

Waktu pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 14 (empat

belas) Hari.

KPU menerima Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta

Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan

huruf b dengan jadwal sebagai berikut:

a. hari pertama sampai dengan hari ketiga belas
dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan
pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat; dan

b. hari terakhir pendaftaran dilaksanakan mulai pukul
08.00 sampai dengan pukul 24.00 Waktu Indonesia
Barat.

KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima penyerahan bukti

keanggotaan Partai Politik dan Kartu Tanda Penduduk

Elektronik atau Surat Keterangan  sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf c dengan jadwal sebagai

berikut:

a. hari pertama sampai dengan hari ketiga belas
dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan
pukul 16.00 waktu setempat; dan

b. hari terakhir pendaftaran dilaksanakan mulai pukul

08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.
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(1)

-14-

Pasal 14

Dalam pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu,

KPU bertugas:

a.

menerima dokumen persyaratan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang diserahkan

oleh Partai Politik;

menerima rekapitulasi keanggotaan Partai Politik

untuk setiap kabupaten/kota;

meneliti kelengkapan pemenuhan dokumen

persyaratan yang terdapat dalam Sipol dan

dokumen dalam bentuk hardcopy yang telah

diserahkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

dan huruf b; dan

mencatat  penerimaan dokumen = pendaftaran

menggunakan formulir MODEL TT.KPU-PARPOL

yang berisi:

1. nama Partai Politik;

2. hari, tanggal, dan waktu penerimaan;

3. tempat penerimaan dokumen;

4. nama Pengurus Partai Politik yang melakukan
pendaftaran;

5. jabatan Pengurus Partai Politik yang melakukan
pendaftaran;

6. nomor telepon genggam Pengurus Partai Politik
yang melakukan pendaftaran; dan

7. tanda tangan Pengurus Partai Politik yang
melakukan pendaftaran;

memberikan tanda terima penyerahan dokumen

persyaratan dengan menggunakan formulir MODEL

TT.KPU-PARPOL sebagaimana dimaksud dalam

huruf d kepada Partai Politik calon Peserta Pemilu;

dan

dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana

dimaksud dalam huruf b terdapat kekurangan

dokumen  hardcopy yang  diserahkan, KPU

mengembalikan seluruh dokumen persyaratan dan
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meminta Partai Politik untuk mendaftar kembali

sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran.

Dalam pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu,

KPU/KIP Kabupaten/Kota bertugas:

a.

menerima salinan Kartu Tanda Anggota Partai
Politik dan salinan Kartu Tanda Penduduk
Elektronik atau Surat Keterangan yang disampaikan
oleh Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota
atau sebutan lain melalui Petugas Penghubung;
menerima daftar nama dan alamat anggota Partai
Politik yang disampaikan oleh Pengurus Partai
Politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain
melalui Petugas Penghubung menggunakan formulir
LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL;

meneliti kelengkapan dan kebenaran salinan Kartu
Tanda Anggota Partai Politik dan salinan Kartu
Tanda Penduduk elektronik atau Surat Keterangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan daftar
nama dan alamat anggota Partai Politik
sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dengan
daftar nama dan alamat yang terdapat dalam Sipol;
memberikan tanda terima penyerahan dokumen
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b
menggunakan  formulir MODEL  TT.KPU/KIP
KABUPATEN/KOTA-PARPOL kepada Pengurus
Partai Politik melalui Petugas Penghubung Partai
Politik calon Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota
atau sebutan lain.

Dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdapat kekurangan
dokumen hardcopy yang telah diserahkan, KPU/KIP
Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen pemenuhan
persyaratan keanggotaan dan meminta Partai Politik
untuk melengkapi dan menyampaikan kembali sampai

dengan batas akhir waktu pendaftaran.
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Pasal 15

Partai Politik melakukan pendaftaran untuk menjadi

Peserta Pemilu kepada KPU, selama waktu pendaftaran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dan ayat

(5).

Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh Pengurus Partai Politik tingkat pusat

dengan mengajukan surat pendaftaran yang
ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat
sesuai dengan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia tentang kepengurusan Partai Politik yang

sah, dengan menggunakan formulir MODEL F-PARPOL

yang dibubuhi cap basah Partai Politik.

Dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Partai Politik wajib menyerahkan dokumen

persyaratan pendaftaran, dengan ketentuan:

a. Pengurus Partai Politik tingkat pusat wajib
menyerahkan dokumen persyaratan Partai Politik
menjadi Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) dan formulir pendaftaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4)
kepada KPU; dan

b. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau
sebutan lain wajib menyerahkan dokumen
persyaratan keanggotaan Partai Politik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f kepada
KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga

Dokumen Persyaratan Pendaftaran

Pasal 16
Dokumen persyaratan yang wajib diserahkan kepada
KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3)
huruf a, meliputi:
a. surat pendaftaran yang ditandatangani oleh

Pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana
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dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), yang dibuat

dengan menggunakan formulir MODEL F Parpol

dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap
basah;

salinan Berita Negara Republik Indonesia yang

menyatakan Partai Politik terdaftar sebagai badan

hukum yang telah dilegalisir oleh Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai bukti

pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, sebanyak 1 (satu)
rangkap;

surat pernyataan memiliki kepengurusan Partai

Politik di seluruh provinsi, tingkat kabupaten/kota

dan tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, huruf ¢, dan huruf d

dengan menggunakan formulir MODEL F1-PARPOL

yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik
tingkat pusat disertai cap basah, dilampiri:

1. daftar susunan pengurus dan alamat Kantor
Tetap Partai Politik tingkat pusat dengan
menggunakan formulir LAMPIRAN 1 MODEL
F1-PARPOL;

2. daftar susunan pengurus dan alamat Kantor
Tetap Partai Politik tingkat provinsi dengan
menggunakan formulir LAMPIRAN 2 MODEL
F1-PARPOL;

3. daftar susunan pengurus dan alamat Kantor
Tetap Partai Politik tingkat kabupaten/kota
dengan menggunakan formulir LAMPIRAN 3
MODEL F1-PARPOL; dan

4. daftar susunan pengurus Partai Politik tingkat
kecamatan dengan menggunakan formulir
LAMPIRAN 4 MODEL F1-PARPOL;

salinan keputusan Pengurus Partai Politik tentang:

1. Pengurus Partai Politik tingkat Pusat;

2. Pengurus Partai Politik tingkat provinsi;
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3. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
dan
4. Pengurus Partai Politik tingkat kecamatan.
surat pernyataan dari Pimpinan Partai Politik tingkat
pusat tentang penyertaan keterwakilan perempuan
paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada
kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan
memperhatikan 30% (tiga puluh persen)
keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai
Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagai
bukti  pemenuhan = persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, dengan
menggunakan formulir MODEL F3-PARPOL dan
formulir LAMPIRAN MODEL F3-PARPOL, yang
dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi
cap basah;
surat pernyataan memiliki anggota Partai Politik
paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000
(satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada
kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf
f dengan menggunakan formulir MODEL F2-
PARPOL, yang dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli
yang dibubuhi cap basah;
rekapitulasi jumlah anggota Partai Politik setiap
kabupaten/kota dengan menggunakan formulir
LAMPIRAN 1 MODEL F2-PARPOL yang dibuat dalam
bentuk:
1. softcopy melalui Sipol; dan
2.  hardcopy;
surat keterangan domisili Kantor Tetap
kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi
dan kabupaten/kota dari Camat atau sebutan lain
atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain, sebagai
bukti pemenuhan  persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g, dengan

dilampiri surat pernyataan pimpinan partai politik
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tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat
kabupaten/kota yang menyatakan bahwa Kantor
Tetap kepengurusan Partai Politik sesuai dengan
tingkatannya tersebut digunakan sampai dengan
tahapan terakhir Pemilu, yang dibuat dalam 1 (satu)
rangkap asli yang dibubuhi cap basah menggunakan
formulir MODEL F4-PARPOL;

surat keterangan tentang pendaftaran nama,
lambang, dan/atau tanda gambar Partai Politik dari
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam
1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah,
sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf h;

salinan bukti kepemilikan nomor rekening atas
nama Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan
kabupaten/kota sebanyak 1 (satu) rangkap, sebagai
bukti pemenuhan = persyaratan = sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i;

salinan AD dan ART Partai Politik sebanyak 1 (satu)
rangkap;

nama dan tanda gambar Partai Politik yang akan
digunakan dalam Pemilu dengan ukuran 10 x 10 cm
(sepuluh dikali sepuluh sentimeter), berwarna,
sebanyak 2 (dua) lembar dalam bentuk:

1.  softcopy melalui Sipol; dan

2.  hardcopy.

Dalam hal alamat kepengurusan Partai Politik tingkat
pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tidak
sesuai dengan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia tentang susunan kepengurusan dewan
pimpinan pusat Partai Politik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d angka 1, partai politik meminta
surat keterangan dari Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia.

Dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik yang

wajib diserahkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b,

meliputi:

a. daftar nama dan alamat anggota Partai Politik dalam
wilayah kabupaten/kota dengan menggunakan
formulir LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL yang
dibuat dalam bentuk:

1.  softcopy melalui Sipol; dan
2.  hardcopy; dan

b. salinan bukti Kartu Tanda Anggota Partai Politik dan
Kartu Tanda Penduduk elektronik atau Surat
Keterangan, paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau
1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada
setiap kabupaten/kota dalam bentuk hardcopy yang
disusun secara berurutan sesuai dengan daftar
nama anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud
dalam huruf a untuk setiap desa/kelurahan atau
sebutan lain dalam satu kecamatan.

Penyerahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai

Politik kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), dilakukan selama masa

pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat

(4) dan ayat (6).

Pasal 17

Dalam hal Partai Politik memenuhi kelengkapan
dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (1), KPU menerima dokumen dan
menyerahkan tanda terima pendaftaran dengan
menggunakan formulir MODEL TT.KPU-PARPOL.

Partai Politik yang tidak kembali mendaftar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f, tidak dapat

mengikuti tahap Verifikasi.
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BAB III
VERIFIKASI PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU

Bagian Kesatu

Verifikasi Dokumen Persyaratan

Pasal 18

(1) KPU melakukan Verifikasi terhadap keabsahan dan
kebenaran dokumen persyaratan Partai Politik calon
Peserta Pemilu yang telah melengkapi dokumen
persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (1).

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah batas akhir

waktu pendaftaran.

Pasal 19

Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)

meliputi penelitian kelengkapan, kebenaran dan keabsahan

terhadap:

a. surat pendaftaran yang ditandatangani oleh Pimpinan
Partai Politik tingkat pusat yang dibubuhi cap basah
Partai Politik sesuai dengan Keputusan Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang kepengurusan
Partai Politik yang sah;

b. salinan Berita Negara Republik Indonesia yang
menyatakan Partai Politik terdaftar sebagai badan
hukum, yang telah dilegalisir oleh Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia;

c. keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang
kepengurusan Partai Politik di tingkat provinsi,
kabupaten/kota dan kecamatan untuk meneliti
pemenuhan syarat:

1. jumlah kepengurusan paling sedikit di 75% (tujuh
puluh lima persen) dari jumlah kabupaten/kota di

provinsi yang bersangkutan; dan
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2. jumlah kepengurusan paling sedikit di 50% (lima
puluh persen) dari jumlah kecamatan di
kabupaten/kota yang bersangkutan;

surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pimpinan

Partai  Politik tingkat pusat tentang susunan

kepengurusan dan alamat Kantor Partai Politik tingkat

provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan;

surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pimpinan

Partai  Politik tingkat pusat yang menyatakan

keterwakilan perempuan telah memenuhi jumlah paling

sedikit 30% (tiga puluh persen) pada kepengurusan

Partai Politik tingkat pusat, dan memperhatikan 30%

(tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada tingkat

provinsi dan kabupaten/kota;

surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pimpinan

Partai Politik tingkat pusat yang menyatakan jumlah

keanggotaan Partai Politik telah memenuhi paling sedikit

1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari

jumlah Penduduk pada setiap kabupaten/kota;

surat keterangan domisili Kantor Tetap dan alamat dari

Camat atau sebutan lain atau Lurah/Kepala Desa atau

sebutan lain dan surat pernyataan pimpinan Partai

Politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat

kabupaten/kota yang menyatakan bahwa Kantor Tetap

kepengurusan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya
tersebut digunakan sampai dengan tahapan terakhir

Pemilu;

surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang,

dan/atau tanda gambar Partai Politik dari Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia,;

salinan bukti nomor rekening atas nama Partai Politik

tingkat pusat, provinsi dan kabupaten /kota;

salinan AD dan ART Partai Politik; dan

nama, lambang dan/atau tanda gambar Partai Politik

ukuran 10 x 10 cm (sepuluh dikali sepuluh sentimeter)

berwarna.
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Pasal 20

KPU melakukan Verifikasi terhadap dugaan keanggotaan
ganda Partai Politik dan keanggotaan Partai Politik yang
tidak memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi jumlah
anggota Partai Politik dalam wilayah kabupaten/kota
menggunakan formulir LAMPIRAN 1 MODEL F2-PARPOL
dan daftar nama anggota Partai Politik yang telah
dimasukkan melalui Sipol sebagaimana tercantum dalam
formulir LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL.

Keanggotaan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terjadi apabila:

a. 1 (satu) orang menjadi anggota lebih dari 1 (satu)
Partai Politik; dan/atau

b. 1 (satu) orang menjadi anggota lebih dari 1 (satu)
dalam 1 (satu) Partai Politik yang sama.

Keanggotaaan Partai Politik yang tidak memenuhi syarat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:

a. anggota Partai Politik berstatus sebagai Anggota
Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian
Republik Indonesia dan Aparatur Sipil Negara;
dan/atau

b. anggota Partai Politik belum berusia 17 (tujuh belas)
tahun pada masa pendaftaran dan/atau belum
menikah.

Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terhadap dugaan keanggotaan

ganda terdapat:

a. keanggotaan ganda sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a, KPU menyampaikan kepada
KPU/KIP  Kabupaten/Kota  untuk  dilakukan
klarifikasi;

b. keanggotaan ganda sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b, keanggotaan hanya dihitung 1
(satu); atau

c. keanggotaaan Partai Politik yang tidak memenuhi

syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU
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menyampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota
untuk dilakukan klarifikasi.

Pasal 21
Dalam hal terdapat keraguan terhadap keabsahan
dokumen persyaratan Partai Politik, masyarakat dapat
menyampaikan laporan tertulis kepada KPU, KPU
Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai
dengan sebelum penetapan Partai Politik Peserta Pemilu.
Laporan tertulis dari masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilampiri dengan:
a. identitas kependudukan pelapor yang jelas;
b. bukti-bukti yang mendasari atau memperkuat
laporannya; dan
c. uraian mengenai penjelasan objek masalah yang
dilaporkan.
Dalam hal laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota, laporan tersebut diteruskan
kepada KPU.
KPU, KPU Provinsi/KIP  Aceh, dan  KPU/KIP
Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi atas
laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada instansi yang berwenang.
KPU, KPU Provinsi/KIP  Aceh, dan  KPU/KIP
Kabupaten/Kota dan instansi yang berwenang
menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) ke dalam berita acara.
KPU mempertimbangkan berita acara hasil klarifikasi
sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan Partai

Politik Peserta Pemilu.

Pasal 22
KPU menuangkan Verifikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 dan Pasal 20 dengan menggunakan
formulir MODEL BA.ADM.KPU-PARPOL beserta
lampirannya formulir LAMPIRAN 1 MODEL BA.ADM.KPU-
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PARPOL sampai dengan LAMPIRAN 4 MODEL

BA.ADM.KPU-PARPOL.

KPU menyampaikan salinan berita acara Verifikasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:

a. Pengurus Partai Politik melalui Petugas Penghubung
Partai Politik tingkat pusat; dan

b. Bawaslu.

Penyampaian salinan Dberita acara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua)

Hari setelah Verifikasi berakhir.

Pasal 23
KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi terhadap
Partai Politik yang telah melengkapi dokumen
persyaratan keanggotaan Partai Politik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).
Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak batas

akhir waktu pendaftaran.

Pasal 24

Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1)
dilakukan dengan cara mencocokkan daftar nama
anggota Partai Politik yang tercantum dalam formulir
LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL dengan salinan bukti
Kartu Tanda Anggota Partai Politik dan Kartu Tanda
Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.

Dalam hal terdapat dugaan keanggotaan ganda
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a,
dan keanggotaan yang tidak memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), KPU/KIP
Kabupaten /Kota melakukan klarifikasi.

Dalam hal pada saat ditemui, anggota Partai Politik
menyatakan sebagai anggota Partai Politik lain dan
bukan menjadi anggota Partai Politik tertentu,
keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan

dicoret dari daftar anggota Partai Politik tertentu

www.peraturan.go.id



2018, No.138

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

-26-

tersebut, dan yang bersangkutan diminta untuk mengisi
formulir LAMPIRAN 2 MODEL BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-
PARPOL.
Dalam hal anggota Partai Politik menyatakan sebagai
anggota Partai Politik lain dan bukan menjadi anggota
Partai Politik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), namun anggota yang bersangkutan tidak bersedia
mengisi  formulir LAMPIRAN 2 MODEL.BA.ADM.
KPU.KAB/KOTA-PARPOL keanggotannya tetap
dinyatakan sah untuk Partai Politik tertentu tersebut.
KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi
keanggotaan Partai Politik ke dalam berita acara hasil
Verifikasi dengan menggunakan formulir MODEL
BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL beserta formulir
LAMPIRAN 1 MODEL BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL
dan LAMPIRAN 2 MODEL BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-
PARPOL.
KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan berita
acara hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(S) kepada:
a. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau
sebutan lain melalui Petugas Penghubung;
b. KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh;
c. Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
d. KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai arsip.
Penyampaian salinan sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) dilakukan paling lama 2 (dua) Hari setelah Verifikasi
berakhir.

Pasal 25
Dalam hal berdasarkan hasil Verifikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (5),
dokumen persyaratan Partai Politik dinyatakan belum
belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi
syarat, Partai Politik dapat memperbaiki dokumen

persyaratan.
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Partai Politik menyampaikan perbaikan dokumen

persyaratan dengan ketentuan:

a. Pengurus Partai Politik tingkat pusat melalui
Petugas Penghubung menyampaikan perbaikan
dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (1) kepada KPU; dan

b. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau
sebutan lain melalui Petugas Penghubung
menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan
keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (3) kepada KPU/KIP
Kabupaten/Kota.

Perbaikan syarat jumlah keanggotaan Partai Politik

dilakukan dengan ketentuan:

a. perbaikan rekapitulasi jumlah anggota Partai Politik
dalam wilayah kabupaten/kota paling sedikit
sejumlah kekurangan keanggotaan, dengan
menggunakan formulir LAMPIRAN 1 MODEL F2.HP-
PARPOL dalam bentuk:

1.  softcopy melalui Sipol; dan
2.  hardcopy;

b. perbaikan daftar nama dan alamat anggota Partai
Politik dalam wilayah kabupaten/kota paling sedikit
sejumlah kekurangan keanggotaan, dengan
menggunakan formulir LAMPIRAN 2 MODEL F2-HP-
PARPOL dalam bentuk:

1.  softcopy melalui Sipol; dan
2.  hardcopy;

c. jumlah salinan kartu tanda anggota Partai Politik
dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat
Keterangan yang diserahkan paling sedikit sejumlah
kekurangan  keanggotaan = berdasarkan  hasil
Verifikasi.

Penyampaian perbaikan persyaratan dokumen

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

ayat (3) dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari
setelah KPU dan KPU/KIP Kabupaten /Kota
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menyampaikan hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dan Pasal 24 ayat (6)
huruf a.

Perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan hanya terhadap
dokumen yang dinyatakan belum memenuhi syarat
dan/atau tidak memenuhi syarat.

Dalam hal Partai Politik telah memenuhi kelengkapan
perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a, KPU menerima dokumen dan
menyerahkan tanda terima  perbaikan dokumen
persyaratan dengan menggunakan formulir MODEL
TT.HP.KPU-PARPOL.

Dalam hal Partai Politik telah memenuhi kelengkapan
perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dan ayat (3), KPU/KIP
Kabupaten/Kota menerima dokumen dan menyerahkan
tanda terima perbaikan dokumen persyaratan dengan
menggunakan formulir MODEL TT.HP.KPU.KAB/KOTA-
PARPOL.

Pasal 26

KPU  melakukan  Verifikasi terhadap  perbaikan
persyaratan yang disampaikan oleh Partai Politik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a
dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 dan Pasal 20.

KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi terhadap
perbaikan persyaratan keanggotaan Partai Politik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b
dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 dan Pasal 24.

Verifikasi terhadap perbaikan persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling
lama 10 (sepuluh) Hari setelah batas akhir waktu

perbaikan dokumen persyaratan.
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Pasal 27

KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi
perbaikan persyaratan keanggotaan Partai Politik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dengan
menggunakan formulir MODEL BA.ADM.HP.KPU.KAB/
KOTA-PARPOL beserta lampirannya  sebagaimana
tercantum dalam LAMPIRAN 1 MODEL
BA.ADM.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL dan LAMPIRAN 2
MODEL BA.ADM.HP.KPU.KAB/KOTA- PARPOL.
KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan berita
acara hasil Verifikasi perbaikan persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada:
a. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau

sebutan lain melalui Petugas Penghubung;
b. KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh;
c. Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
d. KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai arsip.
Penyampaian salinan berita acara sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 1 (satu)

Hari setelah verifikasi perbaikan berakhir.

Pasal 28
KPU menyusun berita acara hasil Verifikasi perbaikan
persyaratan dengan menggunakan formulir MODEL
BA.ADM.HP.KPU-PARPOL beserta lampirannya
sebagaimana tercantum dalam formulir LAMPIRAN 1
MODEL BA.ADM.HP.KPU-PARPOL sampai dengan
LAMPIRAN 4 MODEL BA.ADM.HP.KPU-PARPOL,
berdasarkan:
a. hasil Verifikasi perbaikan persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1); dan
b. hasil Verifikasi perbaikan persyaratan keanggotaan
Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
ayat (2).
KPU menyampaikan salinan berita acara hasil Verifikasi

perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
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a. Pengurus Partai Politik tingkat pusat melalui
Petugas Penghubung; dan

b. Bawaslu.

Penyampaian salinan berita acara sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 3 (tiga)
Hari setelah Verifikasi perbaikan berakhir.

KPU mengumumkan hasil Verifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) di media cetak, media elektronik,

papan pengumuman dan laman KPU.

Bagian Kedua

Verifikasi Kepengurusan Partai Politik Calon Peserta Pemilu

(1)

(2)

(3)

(1)

Paragraf 1
KPU

Pasal 29

KPU menyampaikan dokumen persyaratan Partai Politik
calon Peserta Pemilu untuk dilakukan Verifikasi, kepada:
a. KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
b. KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi/KIP

Aceh.
Penyampaian dokumen  persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga)
hari setelah Verifikasi perbaikan berakhir.
KPU, KPU Provinsi/KIP  Aceh dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi terhadap
kepengurusan Partai Politik yang dinyatakan memenuhi

persyaratan.

Pasal 30
KPU melakukan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 ayat (3) untuk membuktikan keabsahan dan
kebenaran persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu

yang meliputi:

www.peraturan.go.id



31 2018, No.138

kesesuaian nama Ketua Umum, Sekretaris Jenderal
dan Bendahara Umum atau sebutan lain pada
susunan Pengurus Partai Politik di tingkat pusat;
pemenuhan keterwakilan perempuan pada susunan
Pengurus Partai Politik tingkat pusat paling sedikit
30% (tiga puluh persen); dan

domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai
Politik tingkat pusat sampai berakhirnya tahapan

Pemilu.

(2) KPU melakukan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dengan ketentuan:

a.

Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dilakukan dengan mendatangi
Kantor Tetap Pengurus Partai Politik tingkat pusat
untuk mencocokkan kebenaran nama Ketua Umum,
Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum atau
sebutan lain yang tercantum dalam formulir
LAMPIRAN 1 MODEL F1-Parpol, dengan nama yang
tercantum dalam Keputusan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia;

Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b dilakukan dengan mendatangi

Kantor Tetap Pengurus Partai Politik tingkat pusat

untuk mencocokkan kebenaran daftar nama

pengurus perempuan yang tercantum dalam
formulir LAMPIRAN 1 MODEL F3-Parpol, dengan
nama yang tercantum dalam Keputusan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan

Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara mendatangi

Kantor Tetap Pengurus Partai Politik tingkat pusat

untuk:

1. mencocokkan domisili Kantor Tetap yang
tercantum dalam surat keterangan alamat
Kantor Tetap Partai Politik tingkat pusat dari
Camat atau sebutan lain atau Lurah/Kepala

Desa atau sebutan lain.
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2. memastikan kebenaran surat pernyataan
Pimpinan Partai Politik tingkat pusat mengenai
penggunaan Kantor Tetap berlaku sampai
dengan tahapan terakhir Pemilu.

Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari setelah
penyampaian hasil verifikasi.

KPU menuangkan hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dalam berita acara dengan
menggunakan formulir MODEL BA.FK.KPU-PARPOL DAN
formulir LAMPIRAN MODEL BA.FK.KPU-PARPOL.

KPU menyampaikan salinan berita acara hasil Verifikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada:

a. Pengurus Partai Politik tingkat pusat melalui

Petugas Penghubung; dan

b. Bawaslu.
Penyampaian salinan berita acara hasil Verifikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling

lama 1 (satu) Hari setelah Verifikasi berakhir.

Paragraf 2
KPU Provinsi/KIP Aceh

Pasal 31

KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Verifikasi setelah

menerima dokumen hasil Verifikasi Partai Politik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a.

Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

untuk membuktikan keabsahan dan kebenaran

persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang
meliputi:

a. kesesuaian nama Ketua, Sekretaris dan Bendahara
atau sebutan lain pada susunan kepengurusan
Partai Politik di tingkat provinsi;

b. keterperhatikan 30% (tiga  puluh persen)
keterwakilan perempuan pada susunan Pengurus

Partai Politik tingkat provinsi; dan
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domisili Kantor tetap pada kepengurusan Partai
Politik tingkat provinsi sampai dengan tahapan
terakhir Pemilu.

Provinsi/KIP Aceh melakukan Verifikasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:

a.

Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara mendatangi
Kantor Tetap Pengurus Partai Politik tingkat provinsi
untuk mencocokkan kebenaran nama Ketua,
Sekretaris dan Bendahara atau sebutan lain yang
tercantum dalam formulir LAMPIRAN 2 MODEL F1-
Parpol, dengan nama yang tercantum dalam
Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik;
dan

Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara mendatangi
Kantor Tetap pengurus Partai Politik tingkat provinsi
untuk menemui dan mencocokkan nama pengurus
perempuan yang tercantum dalam  formulir
LAMPIRAN MODEL F3-PARPOL dengan nama yang
tercantum dalam Keputusan Dewan Pimpinan Pusat
Partai Politik;

dalam hal pengurus perempuan Partai Politik tingkat
provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak
dapat ditemui, Verifikasi persyaratan dilakukan
dengan mencocokkan nama pengurus perempuan
yang tercantum dalam keputusan kepengurusan
Partai Politik tingkat provinsi dengan fotokopi Kartu
Tanda Anggota Partai Politik dan Kartu Tanda
Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan yang
ditunjukkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat
provinsi; dan

Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara mendatangi
Kantor Tetap pengurus Partai Politik tingkat provinsi

untuk:
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1. mencocokkan domisili Kantor Tetap yang
tercantum dalam surat keterangan alamat
Kantor Tetap Partai Politik tingkat provinsi dari
Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan
lain; dan
2. memastikan kebenaran surat pernyataan
Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi
mengenai penggunaan Kantor Tetap berlaku
sampai dengan tahapan terakhir Pemilu.
Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3) dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari setelah menerima
hasil Verifikasi dari KPU.
KPU Provinsi/KIP Aceh menuangkan hasil Verifikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dalam
berita acara dengan menggunakan formulir MODEL
BA.FK.KPU.PROV-PARPOL dan formulir LAMPIRAN
MODEL BA.FK.KPU.PROV-PARPOL.
KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan salinan berita
acara hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) kepada:
a. Pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau sebutan
lain melalui Petugas Penghubung;
b. KPU; dan
c. Bawaslu Provinsi.
Penyampaian salinan Dberita acara sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lama 1 (satu)
Hari setelah Verifikasi berakhir.

Paragraf 3
KPU/KIP Kabupaten/Kota

Pasal 32
KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi setelah:
a. menerima dokumen hasil Verifikasi Partai Politik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)

huruf b; dan
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b. melakukan Verifikasi terhadap dokumen
persyaratan keanggotaan Partai Politik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).

Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

untuk membuktikan keabsahan dan kebenaran

persyaratan Partai Politik yang meliputi:

a. kesesuaian nama Ketua, Sekretaris dan Bendahara
atau sebutan lain pada susunan kepengurusan
Partai Politik di tingkat kabupaten/kota;

b. keterperhatikan 30% (tiga  puluh persen)
keterwakilan perempuan pada susunan Pengurus
Partai Politik tingkat kabupaten /kota;

c. domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai
Politik tingkat kabupaten/kota sampai dengan
tahapan terakhir Pemilu; dan

d. keanggotaan Partai Politik paling sedikit 1.000
(seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari
jumlah penduduk pada setiap kepengurusan Partai
Politik tingkat kabupaten /kota.

KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:

a. Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara mendatangi
Kantor Tetap Pengurus Partai Politik tingkat
kabupaten/kota untuk mencocokkan kebenaran
nama Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau
sebutan lain yang tercantum dalam formulir
LAMPIRAN 3 Model F1l-Parpol dengan nama yang
tercantum dalam Keputusan Dewan Pimpinan Pusat
Partai Politik atau Keputusan Dewan Pimpinan
Partai Politik tingkat provinsi;

b. Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara mendatangi
Kantor Tetap pengurus Partai Politik tingkat
kabupaten/kota untuk menemui dan mencocokkan
nama pengurus perempuan yang tercantum dalam

formulir LAMPIRAN MODEL F3-PARPOL dengan
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nama yang tercantum dalam Keputusan Dewan
Pimpinan Pusat Partai Politik;

dalam hal pengurus perempuan Partai Politik tingkat
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam
huruf b tidak dapat ditemui, Verifikasi persyaratan
dilakukan dengan mencocokkan nama pengurus
perempuan yang tercantum dalam keputusan
kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota
dengan fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Politik
dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat
Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Catatan
Sipil dan Kependudukan yang ditunjukan oleh
Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota; dan

d. Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara mendatangi
Kantor Tetap Pengurus Partai Politik tingkat
kabupaten/kota untuk:
1. mencocokkan domisili Kantor Tetap yang
tercantum dalam surat keterangan alamat
Kantor Tetap Partai Politik tingkat
kabupaten/kota dari Camat atau Lurah/Kepala
Desa atau sebutan lain; dan
2. memastikan kebenaran surat pernyataan
pimpinan partai politik tingkat kabupaten/kota
mengenai penggunaan Kantor Tetap berlaku
sampai dengan tahapan terakhir Pemilu.
Verifikasi persyaratan keanggotaan Partai Politik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d,
menggunakan sampel.
Dalam melaksanakan Verifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dan ayat (4), KPU/KIP Kabupaten/Kota
dapat didampingi Bawaslu Kabupaten/Kota.
Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari setelah menerima

hasil verifikasi dari KPU.

www.peraturan.go.id



(1)

(2)

(3)

(4)

()

(1)

37 2018, No.138

Pasal 33

KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan Verifikasi

persyaratan keanggotaan Partai Politik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) dengan ketentuan:

a. dalam hal Partai Politik menyerahkan jumlah
anggota sampai dengan 100 (seratus) anggota,
besaran sampel diambil sebanyak 10% (sepuluh
persen); atau

b. dalam hal Partai Politik menyerahkan jumlah
anggota sebanyak lebih dari 100 (seratus) anggota,
besaran sampel diambil sebanyak 5% (lima persen).

Pengambilan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tersebar pada paling sedikit 50% (lima puluh persen)
jumlah kecamatan pada kabupaten/kota.
Dalam hal jumlah sampel sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) yang persebarannya kurang dari 50% (lima puluh
persen) dari jumlah kecamatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), persebaran pengambilan sampel
keanggotaan Partai Politik disesuaikan dengan jumlah
sampel.

Dalam hal Partai Politik berdasarkan hasil Verifikasi telah

memenuhi syarat minimum keanggotaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dinyatakan memenuhi syarat
keanggotaan.

Contoh penghitungan sampel sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Komisi ini.

Pasal 34

Verifikasi keanggotaan Partai Politik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 33, dilakukan dengan cara:

a. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota
menghadirkan nama-nama sampel anggota Partai
Politik di Kantor Tetap Pengurus Partai Politik
tingkat kabupaten/kota; dan
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b. KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta kepada nama-
nama sampel anggota Partai Politik untuk
menunjukkan Kartu Tanda Anggota Partai Politik
dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat
Keterangan.

Dalam hal pada saat ditemui anggota Partai Politik

menyatakan kebenaran keanggotaannya, status

keanggotaan tersebut dinyatakan sah dan memenuhi
syarat.

Dalam hal pada saat ditemui anggota Partai Politik

menyatakan bukan sebagai anggota suatu Partai Politik

tertentu, status keanggotaannya dinyatakan tidak
memenuhi syarat dan dicoret dari daftar anggota Partai

Politik tertentu tersebut, dan yang bersangkutan diminta

untuk mengisi formulir LAMPIRAN 3 MODEL

BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL.

Dalam hal anggota Partai Politik menyatakan bukan

sebagai anggota suatu Partai Politik tertentu

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan anggota yang
bersangkutan tidak bersedia mengisi formulir LAMPIRAN

3 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL, status

keanggotannya tetap dinyatakan sah.

Dalam hal anggota Partai Politik telah mengundurkan diri

dari keanggotaan Partai Politik pada waktu Verifikasi,

keanggotaan yang bersangkutan tetap dinyatakan sah.

Dalam hal terdapat anggota Partai Politik tidak hadir,

KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan catatan pada

kolom keterangan dalam formulir LAMPIRAN 2 MODEL

BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL dan Pengurus Partai

Politik membubuhkan tanda tangan sebagai bukti bahwa

anggota Partai Politik yang bersangkutan tidak dapat

ditemui.

KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta Pengurus Partai

Politik menghadirkan anggota Partai Politik yang tidak

dapat ditemui sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ke

Kantor KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat sampai

dengan batas akhir masa Verifikasi.
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Dalam hal anggota Partai Politik tidak dapat dihadirkan
oleh pengurus Partai Politik sebagaimana dimaksud pada
ayat (7), keanggotaan Partai Politik yang bersangkutan

dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Pasal 35
Pengurus Partai Politik dapat memfasilitasi pelaksanaan
Verifikasi keanggotaan Partai Politik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34, dengan memanfaatkan sarana
teknologi informasi yang tersedia.
Pemanfaatan sarana teknologi informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan sepanjang Pengurus
Partai Politik menyerahkan surat keterangan atau
dokumen lain yang membuktikan bahwa anggota Partai
Politik yang bersangkutan dengan alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan tidak dapat hadir di Kantor Tetap
Pengurus Partai Politik untuk dilakukan Verifikasi.
Pemanfaatan sarana teknologi informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara online dan
seketika (real time) dengan menggunakan panggilan video
yang dapat berupa Whatsapp, Skype, Line, BBM,
Messanger, Facetime dan sarana teknologi informasi lain.
KPU/KIP Kabupaten/Kota dan anggota Partai Politik
dapat saling bertatap muka, melihat dan berbicara secara
langsung melalui panggilan video sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), dengan menunjukkan Kartu Tanda Anggota
Partai Politik dan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau
Surat Keterangan untuk mencocokkan kebenaran dan
kesesuaian dengan anggota Partai Politik yang

bersangkutan.

Pasal 36
KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan supervisi dan
monitoring pelaksanaan Verifikasi yang dilakukan oleh
KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35.
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KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan laporan hasil
supervisi dan monitoring sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) kepada KPU.

Pasal 37
KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dalam berita
acara menggunakan formulir MODEL
BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL Dbeserta lampirannya
tercantum dalam Lampiran 1 MODEL
BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL sampai dengan
LAMPIRAN 4 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL.
KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan berita
acara hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) kepada:
a. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau

sebutan lain melalui Petugas Penghubung;

b. KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
c. Bawaslu Kabupaten/Kota.
Penyampaian salinan Dberita acara sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 1 (satu)
Hari setelah Verifikasi berakhir.

Bagian Ketiga

Perbaikan Persyaratan Partai Politik

Pasal 38

Dalam hal berdasarkan hasil Verifikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33,
Pasal 34, dan Pasal 35, persyaratan Partai Politik
dinyatakan belum memenuhi syarat, Partai Politik dapat
memperbaiki persyaratan.

Perbaikan persyaratan untuk kepengurusan dan
keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh
persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan ketentuan:
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a. Pengurus Partai Politik tingkat pusat menghadirkan
Pengurus dan/atau menunjukkan dokumen yang
diperlukan untuk dilakukan Verifikasi oleh KPU;

b. Pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau sebutan
lain menghadirkan Pengurus dan/atau
menunjukkan dokumen yang diperlukan untuk
dilakukan Verifikasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh;
dan

c. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau
sebutan lain menghadirkan Pengurus dan/atau
menunjukkan dokumen yang diperlukan untuk
dilakukan Verifikasi oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Perbaikan persyaratan Kantor Tetap sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

a. Pengurus Partai Politik tingkat pusat menunjukkan
dokumen yang diperlukan untuk dilakukan
Verifikasi oleh KPU;

b. Pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau sebutan
lain menunjukkan dokumen yang diperlukan untuk
dilakukan Verifikasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh;
dan

c. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau
sebutan lain menunjukkan dokumen yang
diperlukan untuk dilakukan Verifikasi oleh KPU/KIP
Kabupaten/Kota.

Perbaikan persyaratan keanggotaan Partai Politik

dilakukan dengan ketentuan:

a. menambah data anggota baru yang bukan data
anggota Partai Politik yang telah diserahkan pada
masa pendaftaran dan telah dilakukan Verifikasi;

b. penambahan data baru sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, sebanyak kekurangan untuk
memenuhi jumlah minimum keanggotaan di
kabupaten/kota yang bersangkutan;

c. penentuan jumlah sampel terhadap data anggota
baru sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan

huruf b untuk dilakukan Verifikasi perbaikan,
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dilakukan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33;

d. jumlah anggota yang dinyatakan memenuhi syarat
merupakan penggabungan proyeksi jumlah anggota
yang memenuhi syarat pada Verifikasi awal/pertama
dan Verifikasi perbaikan sebagaimana dimaksud
dalam huruf c.

Contoh penghitungan sampel sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) huruf c, tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Komisi ini.

Partai Politik tingkat pusat melakukan perbaikan

persyaratan kepengurusan, keterwakilan perempuan

paling sedikit 30% (tiga puluh persen), dan Kantor Tetap
paling lama 2 (dua) Hari setelah pemberitahuan hasil
verifikasi.

Partai Politik tingkat provinsi melakukan perbaikan

persyaratan kepengurusan, keterwakilan perempuan

memperhatikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen),
dan Kantor Tetap paling lama 2 (dua) Hari setelah
pemberitahuan hasil verifikasi.

Partai Politik tingkat kabupaten/kota melakukan

perbaikan persyaratan kepengurusan, keterwakilan

perempuan memperhatikan paling sedikit 30% (tiga
puluh persen), Kantor Tetap, dan keanggotaan paling

lama 3 (tiga) Hari setelah penyampaian hasil verifikasi.

Bagian Keempat

Verifikasi Hasil Perbaikan Persyaratan Partai Politik

Paragraf 1
KPU/KIP Kabupaten/Kota

Pasal 39
KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi terhadap
hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38

ayat (2) huruf c, ayat (3) huruf ¢ dan ayat (4) dengan
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menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal
32.
Verifikasi terhadap hasil perbaikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu)
hari setelah batas akhir waktu perbaikan.
KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun berita acara hasil
Verifikasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan menggunakan formulir MODEL BA.FK.HP.KPU.
KAB/KOTA-PARPOL beserta LAMPIRAN 1 MODEL
BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL  sampai dengan
LAMPIRAN 3.1 MODEL BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-
PARPOL dalam rapat pleno terbuka yang dapat dihadiri
oleh Partai Politik calon peserta Pemilu dan Bawaslu
Kabupaten /Kota.
KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan berita
acara hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) kepada:
a. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau
sebutan lain melalui Petugas Penghubung;
b. KPU;
c. KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
d. Bawaslu Kabupaten/Kota.
KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil
Verifikasi kepengurusan, keterwakilan perempuan,
domisili Kantor Tetap, dan keanggotaan Partai Politik
calon Peserta Pemilu serta disampaikan kepada pihak-
pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan
menggunakan formulir MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/
KOTA-PARPOL beserta lampirannya tercantum dalam
LAMPIRAN MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL.
Penyusunan dan penyampaian salinan berita acara hasil
Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat
(4) dilakukan paling lama 2 (dua) Hari setelah Verifikasi

perbaikan.
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Paragraf 2
KPU Provinsi/KIP Aceh

Pasal 40

KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Verifikasi terhadap
hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b dengan menempuh
prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
Verifikasi terhadap hasil perbaikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu)
hari setelah batas akhir waktu perbaikan.
KPU Provinsi/KIP Aceh menyusun berita acara Verifikasi
hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan menggunakan formulir MODEL BA.FK.HP.KPU.
PROV-PARPOL beserta LAMPIRAN 1 MODEL
BA.FK.HP.KPU.PROV-PARPOL dan LAMPIRAN 2 MODEL
BA.FK.HP.KPU.PROV-PARPOL.
KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan salinan berita
acara hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), kepada:
a. Pengurus Partai Politik tingkat provinsi melalui

Petugas Penghubung;
b. KPU; dan
c. Bawaslu Provinsi.
Penyusunan dan penyampaian berita acara hasil
Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat
(4) dilakukan paling lama 2 (dua) hari setelah Verifikasi

perbaikan.

Pasal 41
KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan rekapitulasi hasil
Verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu melalui
rapat pleno terbuka paling lama 2 (dua) Hari setelah
menerima berita acara hasil Verifikasi dari KPU/KIP
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
ayat (4) huruf c, yang dapat dihadiri oleh Partai Politik

calon Peserta Pemilu dan Bawaslu Provinsi.
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Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dituangkan dalam berita acara dengan menggunakan

formulir MODEL BA.REKAP.KPU.PROV-PARPOL beserta

LAMPIRAN 1 MODEL BA.REKAP.KPU.PROV-PARPOL dan

LAMPIRAN 2 MODEL BA.REKAP.KPU.PROV-PARPOL.

KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan berita acara

rekapitulasi hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) kepada:

a. KPU;

b. Pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau sebutan
lain melalui Petugas Penghubung; dan

c. Bawaslu Provinsi.

Penyampaian salinan berita acara rekapitulasi hasil

Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan

paling lama 2 (dua) hari setelah rekapitulasi hasil

Verifikasi berakhir.

Pasal 42

KPU melakukan Verifikasi terhadap hasil perbaikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 pada ayat (2)
huruf a dan ayat (3) huruf a dengan menempuh prosedur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
Verifikasi terhadap hasil perbaikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu)
Hari setelah batas akhir waktu perbaikan.
KPU menyusun berita acara hasil Verifikasi perbaikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
menggunakan formulir MODEL BA.FK.HP.KPU-PARPOL
beserta LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.HP.KPU-PARPOL dan
LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.HP.KPU-PARPOL.
KPU menyampaikan salinan berita acara hasil Verifikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada:
a. Pengurus Partai Politik tingkat pusat melalui

Petugas Penghubung; dan
b. Bawaslu.
Penyusunan dan penyampaian berita acara hasil

Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat
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(4) dilakukan paling lama 2 (dua) Hari setelah Verifikasi

perbaikan.

Pasal 43

KPU melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi setelah
menerima berita acara hasil rekapitulasi dari KPU
Provinsi/KIP Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal
41 ayat (3) huruf a.
Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam berita acara menggunakan formulir
MODEL BA.REKAP.NAS.KPU-PARPOL beserta LAMPIRAN
1 MODEL BA.REKAP.NAS.KPU-PARPOL dan LAMPIRAN 2
MODEL BA.REKAP.NAS.KPU-PARPOL.
KPU menyampaikan salinan berita acara rekapitulasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada:
a. Pengurus Partai Politik melalui Petugas Penghubung

Partai Politik tingkat pusat; dan
b. Bawaslu.
Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk menetapkan
Partai Politik menjadi Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD
provinsi, dan DPRD kabupaten /kota.
Rekapitulasi dan penyusunan berita acara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam
rapat pleno terbuka paling lama 3 (tiga) Hari setelah
menerima berita acara hasil Verifikasi dari KPU
Provinsi/KIP Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal
41 ayat (3) huruf a, yang dapat dihadiri oleh Partai Politik

calon Peserta Pemilu dan Bawaslu.

BAB IV
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

Pasal 44

KPU menuangkan hasil Verifikasi persyaratan Partai

Politik calon Peserta Pemilu ke dalam berita acara
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penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dengan
menggunakan formulir Model BA.TAP.KPU-PARPOL.

(2) Berdasarkan ©berita acara penetapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), KPU menetapkan Partai Politik
yang memenuhi dan tidak persyaratan sebagai Peserta
Pemilu dengan Keputusan KPU.

(3) Penetapan Partai Politik sebagai peserta Pemilu Anggota
DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota oleh
KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam rapat pleno terbuka.

(4) KPU menyampaikan salinan berita acara penetapan
Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kepada:

a. Pengurus Partai Politik melalui Petugas Penghubung
Partai Politik tingkat pusat; dan
b. Bawaslu.

(5) KPU mengumumkan hasil penetapan Partai Politik
Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di
Kantor KPU, dan diumumkan melalui media elektronik

media cetak, papan pengumuman dan laman KPU.

Pasal 45
KPU menyampaikan pemberitahuan kepada Partai Politik
yang tidak memenuhi persyaratan dan tidak ditetapkan
sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD
provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dengan disertai

alasannya.

Pasal 46

(1) KPU melakukan pengundian nomor urut Partai Politik
Peserta Pemilu dalam rapat pleno terbuka.

(2) KPU menyusun nomor urut Partai Politik dalam daftar
Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan hasil
pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

(3) Pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dituangkan ke dalam berita acara hasil
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pengundian nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu
dengan menggunakan formulir Model BA.UND KPU-
PARPOL.

(4) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihadiri oleh:

a. Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat;
dan
b. Bawaslu.

(5) Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat
wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(6) KPU menetapkan hasil pengundian nomor urut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan
KPU.

(7) KPU menyampaikan salinan berita acara sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan Keputusan KPU
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada:

a. Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat;
dan
b. Bawaslu.

(8) KPU mengumumkan hasil pengundian nomor urut Partai
Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan
DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) melalui media elektronik media cetak, papan

pengumuman dan laman KPU.

BAB V
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 47
Sengketa proses pendaftaran, Verifikasi dan penetapan Partai
Politik peserta Pemilu merupakan sengketa yang timbul
antara Partai Politik calon peserta Pemilu dengan KPU yang
terjadi akibat diterbitkannya Keputusan KPU tentang

penetapan Partai Politik Peserta Pemilu.
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Pasal 48

(1) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 47 diselesaikan melalui upaya administrasi di
Bawaslu.

(2) Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan
Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
diajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

(3) Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan

undang-undang.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49
Partai Politik yang telah atau sedang dilakukan Verifikasi
terhadap kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik atau
sedang dalam proses perbaikan dokumen kepengurusan atau
keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/ XI/2017
dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 233/PL.01.1-
Kpt/03/KPU/XII/2017, pelaksanaan Verifikasi tahap
selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5
Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Pasal 50

(1) Proses dan hasil Verifikasi terhadap Partai Politik calon
peserta Pemilu yang telah dilaksanakan berdasarkan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun
2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7
Tahun 2017, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI1/2017 dan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 233 /PL.01.1-
Kpt/03/KPU/XII/2017, tetap dinyatakan sah.
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(2) Verifikasi keanggotaan Partai Politik yang telah
dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 11 Tahun 2017, setelah dikonversi dan
hasilnya memenuhi syarat minimum berdasarkan
ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi ini, dinyatakan
memenuhi syarat keanggotaan.

(3) Dalam hal setelah dikonversi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) hasil verifikasi keanggotaan Partai Politik
dinyatakan tidak memenuhi syarat keanggotaan,
verifikasi untuk Partai Politik yang telah dilakukan
verifikasi tetapi belum dilakukan verifikasi hasil
perbaikan dilakukan berdasarkan Pasal 38 ayat (4) dan
contoh verifikasi untuk Partai Politik yang telah
dilakukan verifikasi tetapi belum dilakukan verifikasi
hasil perbaikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Komisi ini.

Pasal 51
Pengundian nomor urut Partai Politik Lokal Aceh peserta
Pemilu dilakukan oleh KPU setelah pengundian nomor urut

Partai Politik Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal
46.

Pasal 52
Dalam melaksanakan pendaftaran, Verifikasi dan penetapan
Partai Politik calon Peserta Pemilu, KPU, KPU Provinsi/KIP
Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota serta Partai Politik
menggunakan Sipol.

Pasal 53
(1) Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan Pendaftaran,
Verifikasi dan Penetapan Partai Politik calon Peserta
Pemilu sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Komisi ini.
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(2) Pengadaan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal KPU,
Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh atau Sekretariat
KPU/KIP Kabupaten/Kota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku, Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1296), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
ARIEF BUDIMAN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2018
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA
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PENDAFTARAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN/KOTA
PATTAL - e v e oottt es e e a e e i et et e e e ,
Didirikan dengan AKEE NOTATTS | . .vueverenrrme s senenonseresrnsmnosmnos senes resonagnmrnns
TAIGBAL. . i sces scsa s sziws o AN st e eee s s Nomeor ..... AR MoK e T NS S e T 4
Dan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
[\0)1470) PR TANEEAL tevieivein o cn v e e .beralamat
A cincenscs suennss voa i v dicaas B e i v anceras v NOIROL TEIEPOIL vovs s i vosimans sivws s ow ancowe i i s

Email .o s Sestiai Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2008 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nonior 2 Talin 2011,
Berdasarkan ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan  Umum, bersama ini Pimpinan  Partai

e et st g e e s b e ai e e mendaftarkan diri untuk menjadi calon

peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD

kabupaten/kota tahun 2019.

Pendaftaran ini dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam 173 ayat (2) dan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 sebanyak 1 (satu) rangkap, terdiri:

1. Salinan Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa
Partai Politik terdaftar sebagai Badan Hukum dan telah dilegalisasi oleh
Kementerian yang hukum dan hak asasi manusia;

2. SBurat Pernyataan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat yang
menyatakan memiliki kepengurusan, alamat dan Kantor Tetap
Kepengurusan Partai Politik Tingkat Pusat, Povinsi, Kabupaten/Kota,
dan Kecamatan (Model F1- PARPOL beserta lampirannys);

3. Keputusan pengurus partai politik tentang kepengurusan Partai Politik
tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan keecamatan;

4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang
Kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat;

5. Surat Pernyataan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat yang
menyatakan memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau
1/ 1.000 dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik
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tingkat kabupaten/keta (Formulir Medel F2-PARPOL  bheserta
lampirannyal);

6. Surat Pernvataan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat yang
menyatakan penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%
(tiga pululi persen) dari jumlah kepengurusan Partai Politik Tingkat
pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota (Model F3- PARPOL beserta
lampirannya);

7. Surat Keterangan domisili kantor tetap untuk kepengurusan partai
politik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota dari Camat atau
Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain, dilampiri dengan Surat
Pernyataan Pimpinan Partai Politik yang mienyatakan bahwa keberadaan
kanter tetap dipergunakan sampai dengan berakhirnyva tahapan Pemilu;

8. Surat Keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda
gambar Partai Politik dari Kementerian hukum dan hak asasi manusia;

9. Salinan bukti kepemilikan Nomor Rekening atas nama partai politik
tingkat Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;

10. Salinan Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga partai politik; dan

11. Nama dan tanda gambar partai politik ukuran 10x10 cm berwarna
sebanyak 2 (dua) lembar.

Jakarta, ..o ..

PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT

Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal atau
Sebutan Lain™), Sebutan Lain?),
(tanda tangan dan nama terang) (tanda tangan dan nama terang)

Keterangan:
*) Pilili salah satu
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SURAT PERNYATAAN
KEBERADAAN KEPENGURUSAN DAN ALAMAT KANTOR TETAP PARTAL
POLITIK TINGKAT PUSAT, PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, DAN KECAMATAN

Yang bertanda tatgan dibawah ini :

1. Nama O e e e e P PP SO
Jabatan : Ketua Umum Partai.. oo e

2. Naia T ome oot Momee e Y ooy e Vi SV sl oenls Vi ¥ie e 9 slfiethon mete Fis BY cisaMemiae
Jabatan : Sekretaris Jenderal PATTAL ....ooveercvvn et imnen vmven cornsnnensans
Menyatakan dengan sesungguhiiya bahwa Partai ........c.ccociiimini..

telah memiliki kepengurusan lengkap dengan rincian sebagai berikut:

1. Tingkat pusat sesuai dengan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor .................... tanggal............. dan beralamat di

(sebagaimana tercantuimn
pada lampiran Surat Pernyataan ini**);

2. ‘Tingkat Provinsi di seluruli provinsi sebagaimana tercantum pada
lampiran Surat Pernyataan ini serta masing-masing memiliki alamat dan
kanter tetap™*;

3. Tingkat Kabupaten/Kota paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen)
dari jumlah Kabupaten/Kota di tingkat provinsi serta memiliki alamat
dan kantor tetap sebagaimana tercantum pada lampiran Surat
Pernyataan ini***; dan

4. Tingkat Kecamatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah
Kecamatan di Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum pada lampiran
Surat Pernyataan inj. *****

Demikian surat pernydataan ini dibuat dengan sebenarnya, dan apabila

ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar,; maka sanggup diproses sesuai

dengan ketenituan hukum yang berlaku.
JAKATTA, ©.veve e e,

Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal atau
Sebutan Lain*), Cap Sebutan Lain®),
basah
Materai
(tanda tangan dan nania terang) (tanda tangan dan nama terang)
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Keterangan:

* pilih salah satu.

** dilampiri dengan fotokopi Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat yang telah
dilegalisasi

*** dilampiri dengan fotokopi Keputusan Partai Politik tingkat Pusat tentang
kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi yang telaly dilegalisasi.

**xx dilampiri dengan fotokopi Keputusan Partai Politik tingkat Pusat atau
tingkat Provinsi tentang kepengurusan Partai Politik tingkat
Kabupaten/Kota yang telah dilegalisasi.

*sdilampirt dengan  fowkopi  Keputusan  Partai  Politik  tingkat
Kabupaten/Kota tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Kecamatan
yang telah dilegalisasi.
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LAMPIRAN 1 MODEL F1-PARPOL

PARTAI POLITLK TINGKAT PUSAT

PARTAIL

DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN ALAMAT KANTOR TETAP
PARTAI POLITIK TINGIKAT PUSAT

] . NO. KARTU ALAMAT
SUSUNAN PENGURUS NAMA NIIKC )
TANDA ANGGOTA KANTOR
a., Ketua Umum
b. Sekretaris Jenderal
c. Bendahara Umum
Jakarta, ..e..eooeiesvennnn

Ketua Umum atau

Sebutan Lain?®),

(tanda tangan dan nama terang)

* pilih salah satu

Cap
basah

Sekretaris Jenderal atau

Sebutan Lain®),

(tanda tangan dan nama terang)
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LAMPIRAN 2 MODEL F1-PARPOL

PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT

DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN ALAMAT
PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI

NO. KARTU NOMOR
SUSUNAN ALAMAT

NO. ] ) NAMA TANDA NIK SURAT .
PENGURUS KANTOR

ANGGOTA KEPUTUSAN

a. Ketua
b. Sekretaris

c. Bendahara

2. Provinsi :
a. Ketua
h. Sekretaris
c. Bendahara

PARTAL .c.ivcinveieres et s s en e e e
Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal atau
Sebutan Lain®), Sebutan Lain?*),
Cap
basah
(tanda tangan dan nama terang) (tanda tangan dan nama terang)

Keterangan:

* pilih salah sata
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LAMPIRAN 3 MODEL F1-PARPOL

PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT
PARTAL ....ccovuven et e e e e

DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN ALAMAT
PARTAL POLITIK TINGKAT KABUPATEN/KOTA
(PALING SEDIKIT 75% JUMLAH KABUPATEN/KOTA)

PROVINSI @ .ooviiniininiininiaennn.

. NO. KARTU NOMOR .
SUSUNAN ALAMAT
NO. NAMA TANDA NIK SURAT
PENGURUS KANTOR
ANGGOTA KEPUTUSAN

I. | Kab/Kota®) :

a. Ketua

b. Sekretaris
¢. Bendahara
2. | Kab/Keta*) :

a. Ketua
b. Sekretaris

¢, Bendahara

PARTAL .ot ievae e semmnnerenes segmenennrne
Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal atau
Sebutan Lain?*), Sebutan Lain*),
Cap
basah
(tanda tangan dan nama terang) (tanda tangan dan nama terang)

Keterangan:
* pilih salah satu
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PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT

DAFTAR SUSUNAN PENGURUS

LAMPIRAN 4 MODEL F1-FARPOL

PARTAI] POLITIK TINGKAT KECAMATAN

(PALING SEDIKIT 50% JUMLAH KECAMATAN)

PROVINSI

KABUPATEN/KOTA%)

NO.

SUSUNAN
PENGURUS

NO. KARTU
TANDA
ANGGOTA

NIKK

NOMOR
SURAT
KEPUTUSAN

Kecamatan :
a. Ketua
b. Sekretaris

c. Bendahara

Kecamatan :

a. Ketua
b. Sekretaris
¢. Bendahara

(tanda tangan dan nama terang)

Ketua Umum atau

Sebutan Lain*),

Keterangan:
* pilih salah satu

Cap
basah

Sekretaris Jenderal atau

Sebutan Lain*),

............................................

(tanda tangan dan nama terang)
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MODEL F2-PARFOL

SURAT PERNYATAAN
KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN /KOTA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama Y e Vs 99 sl et Geme Ve 9 el o G tle Vihs 9 sihs B emie ST e miE SRS L A L L ES S T8
Jabatan s Ketua Uniuim Partal... oo e e vneen cevmn es e e veemm e s
2. Nama L e e e e e e e e nee s g e e e g e e s b e vne e ey
Jabatan : Sekretaris Jenderal PArtai......oveves ceeecormniermnen vnecvnenn

Menyatakan dengan sesungguhmya bahiwa Partai ....oceiciicns s i i,
telah memiliki anggota sebanyak 1.000 (seribu) afau 1/1.000 (satu per
seribu) orang pada setiap kepengurusan partai poelitik tingkat
kabupaten/kota di setiap Provinsi dengan rincian sebagaimana tercantiim
dalam lampiran Surat Pernyataan ini dan soffcopy daftar nama anggota
Partai Politik yang telah dimasukkanke dalam Sipol.

Daftar nama anggota untuk tiap Kabupaten/Kota masing-masing telah
dilengkapi fotocopy Kartu tanda anggota dan kartu tanda penduduk
elektronik/surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan
catatan sipil dan telah disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik.........
tingkat Kabupaten/Kota kepada KPU Kabupaten/Kota.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dan apabila
ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar, maka sanggup diproses

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

o L R
Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal atau
Sebutan Lain®), Sebutan Lain®),
Materai
(tanda tangan dan nama terang) (tanda tangan dan nama terang)
Keterangamn:

) Pilih salah satu.
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LAMPIRAN 1 MODEL F2-PARPOL

REKAPITULASI JUMLAH ANGGOTA PARTAI POLITIK
DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA

PROVINSI 2 e sisen o IR R R ancari ik

NO. KABUPATEN/KOTA JUMLAH KETERANGAN

PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT

Ketua Umnm atau Sekretaris Jenderal atau
‘Sebutan Lain®), Sebutan Lain®),
(tanda tangan dan nama terang) (tanda tangan dan nama terang)
Keterangan:

*) Pilih salah satu
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DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA

2018, No.138

LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL

DAFTAR NAMA DAN ALAMAT ANGGOTA PARTAI POLITIK

PROVINSI e v S A R S R SRR
KABUPATENJECIEA A 1. wor e crosissvonsssmensarsensos smisgoinns omnsswsion s crsess unesnasssasgnoss
No. NAMA UMUR NO. KTA NIK ALAMAT KECAMATAN | KELURAHAN/DESA
1. A. 1
2. 2
3. 3.
4. 4.
5. B. T
6. 2.
L2 3.
8. 4.
9. C. dst.. 1.
10. 2.
No. NAMA UMUR NO. KTA NIK ALAMAT KECAMATAN | KELURAHAN/DESA
11. 3.
12. 4.
PIMPINAN PARTA] POLITIK TINGKAT KABUPATEN /KOTA*)
PRI o v s o g eSS s v s
Ketua, Sekretaris
Cap
basah

Keterangan:

1. *) Pilih salah satu;

(tanda tangan dan nama terang)

(tanda tangan dan nama terang)

2. KTA dan KTP elektronik/Surat Keterangan untuk masing-masing nama anggota partai politik diserahkan oleh Partai Politik tingkat

kabupaten/kota kepada KPU kabupaten/kota.
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MODEL F2Z,HP-PARPOL

SURAT PERNYATAAN PERBAIKAN
KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN /KOTA

Yang bertanda tangan dibawali ini :

1. Nama PR e e e e e e e e e g e e
Jabatan s Ketua Ui PArtai. .o e o i s svassesiaiaas
2. Nama U wcaenss vemsia o et e e e e e e e e e e
Jabatan . Sekretaris Jenderal Partai.....oooo oo ie s o svess ionn

Menyatakan bahwa berdasarkan hasil Penelitian Administrasi sebagaimana
dimaksud dalam Berita Acara Penelitian Administrasi Persyaratan Partai
Politik Calon Peserta Pemilu (MODEL BA.KPU-PARPOL) dengan ini
disampaikan kekurangan jumlah dukungan keanggotaan Partai Politik:

1. Kabupaten/Kota.......... sebanyak......... anggota;
2. Kabupaten/Kota.......... sebanyak.........anggota;
3. dst

dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Pernyataan
ini dan softcopy melahii Sipol.

Daftar nama kekurangan anggota untuk tiap Kabupaten/Kota masing-
masing telahh dilengkapi fotocopy kartu tanda anggota dan kartu tanda
penduduk elektronik/surat keterangan vang diterbitkan oleh dinas
kependudukan dan catatan sipil serta telah diserahkan oleh DPC Partai
Politik........ atau sebutan lain kepada KPU Kabupaten/Kota.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dan apabila
ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar, maka sanggup diproses
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT

PARTAT ......... e s s e PP “
Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal atau
Sebutan Lain?), Sebutan Lain?),
Materai b(a:::h
PN — M ———
Keterangan:

*) Pilih salah satu
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LAMPIRAN 1 MODEL F2.HP-
PARPOL

REKAPITULASI JUMLAH ANGGOTA PARTAI POLITIK HASIL PERBAIKAN
DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA

PROVINSI  bwaenon semnia s dickb e s e Atk 3 b s etk s v ascaressiers
NO. KABUPATEN/KOTA JUMLAH KETERANGAN

PIMPINAN PARTAI POLITTIK TINGKAT PUSAT

Ketua Umutn atau Sekretaris Jenderal atau

Sebutan Lain?), Sebutan Lain?*),

(tanda tangan dan nama terang) (tanda tangan dan nama terang)
Keterangan:
#) Pilih salah satu
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LAMPIRAN 2 MODEL F2 HP-PARPOL

DAFTAR NAMA DAN ALAMAT ANGGOTA PARTAI POLITIK HASIL PERBAIKAN
DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA

PARTEL. .cv oo somsomone
PROVINSI o e SR A e R R e
KABUPATENJISCREA %) 1. soree cxomis sronssuomans crpen o smimgmsnss srormsssion sscmsess srovn g ssminwsnions
NO. KARTU NOMOR INDUK
No. NAMA UMUR ALAMAT KECAMATAN | KELURAHAN/DESA
TANDA ANGGOTA | KEPENDUDUKAN
1 A. 1.
2 2.
3. 3.
4. .
5. B. L
6. 2.
7. 3.
8. 4.
9. C. dst.. 1,
18 2.
—— NO. KARTU NOMOR INDUK
No. NAMA UMUR ALAMAT KECAMATAN | KELURAHAN/DESA
TANDA ANGGOTA | KEPENDUDUKAN
11.
12.
PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN /KOTA*)
PRIRTR) oo g v
Ketua, Sekretaris
Cap
basah
(tanda tangan dan nama terang) (tanda tangan dan nama terang)
Keterangan:

1. *) Pilih salah satu;
2. KTA dan KTP elektronik/surat keterangan untuk masing-masing nama anggota partai politik diserahkan oleh Partai Politik tingkat
kabupaten/kota kepada KPU kabupaten/kota.
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MODEL F3-PARPQOL.

SURAT PERNYATAAN
KETERWAKILAN PEREMPUAN PALING SEDIKIT 30% (TIGA PULUH PERSEN) PADA
KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT DAN MEMPERHATIKAN 30%
(TIGA PULUH PERSEN) KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA KEPENGURUSAN
PARTATI POLITTK TINGKAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama

Jabatan P Ketta Umilind PATTAL .. .uesee ieveeinnonras onensensensensns oressnns
2. Nama ¢ Cesi SR §SE §E 5EE EC0E §

Jabatan :  Sekretaris Jenderal Partai: ... comee i s ae covsanin juas s

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Partai ..

telah memiliki keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)
dari jumlah kepengurusan tingkat pusat dan mieniperhatikan 30% (tiga puluh
persen) keterwakilan peremipuan pada kepenguirusan partai politik tingkat
provinsi dan kabupaten/kota.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dan apabila
ternyata dikemudian hari terbukiti tidak benar; maka sanggup diproses sesuai

dengan ketentuan hukum yang berlaku.

PIMPINAN PARTAI POLITTK TINGKAT PUSAT

Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal atau

Sebutan Lairn*), Sebutan Lain*),

Matetai

PR Y Waeaeas b aaene i Washeasreaan sevisecsase B aa e daans bae s sea

(tanda tangan dan nama terang) (tanda tangan dan nama terang)

Keterangan:
*) Pilih salah satu
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LAMPIRAN MODEL F3-PARPOL

REKAPITULASI KETERWAKILAN PEREMPUAN

A. KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT

JUMLAH SELURUH JUMLAH
NO. PENGURUS PENGURUS PENGURUS PERSENTASE
PEREMPUAN
1. | Dewan Pimpinan Pusat |
B. KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI
JUMLAH SELURUH JUMLAH
NO. PENGURUS PENGURUS PENGURUS PERSENTASE
PEREMPUAN
1. | Provinsi ....
2. | Provinsi ..........
3. | Provinsi ..o
4. |dst

C. KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN/KOTA¥)

PROVINSI ¢ reoeesecennreracones

(tanda tangan dan nama terang)

JUMLAH TOTAL JUMLAH
NO. PENGURUS FENGURDS PR PUAN PERSENTASE
DALAM
KEPENGURUSAN
1. | Kab/Kota ........
2. | Kab/Kota ........
3. | Kab/Kota i
4. | dst
dJakarta, ........coocoooenns

PIMPINAN PARTAT POLITIK TINGKAT PUSAT

PARTAL ..

Ketua Umum atan

Sebutan Lain®),

........... Pirie s e e hhin sy pe s

Keterangan:
* Pilih salah satu

Sekretaris Jenderal atan

Cap

bagah

Sebutan Lain®),

(tanda tangan dan nama terang)
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MODEL F4-PARPOL

SURAT PERNYATAAN
STATUS KANTOR TETAP PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT, PROVINSI, DAN
KABUPATEN/KOTA )

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama HEP SRR itk 3 G it a5 S o sicar i o
Jabatan : Ketua Umum /Ketua*)Partal. ..o s .

2. Nama P P D, D D
Jabatan : Sekretaris Jenderal/Sekretaris®) Partaic.. ... i,
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Partai .............. S —— R,

Telah menempati kantor yang dipergunakan untuk penyelenggaraan aktivitas
atan kegiatan Pengurus dan Anggota Partai Politik secara rutin dalam
menjalankan organisasi Partal Politik dengan status Hak Milik/Sewa/Pinjam
Pakai/ . .csiuon *) dan dipergunakan sampai dengan tahapan pemilu berakhir
yaitu sampai pelaksanaan pengambilan sumpah/janji anggota DPR, DPD, dan
DPRD.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dan apabila
ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar, maka sarniggup diproses sesuai

dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Jakarta, ....ocooovineinnni.
Ketna Umum/Ketua atau ckretaris Jenderal/Sekretaris atau
Sebutan Lain?*), Cap Sebutan Lain*),
basah
(tanda tangan dan namia terang) {tanda tangan dan nama terang)

Keterangan:

*) Pilih salah satu
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MODEL T KE:PARPOL

TANDA BORT! FENERINAAN
DORUMEN PERSTARATAN PENDAF TARAN PARTAl POLITIK CALONM PESERTA FEMILT TAHUN 2015

Telah Witerima) dokilmen persyarstan pendaltaran Partas Politic inalon pessrta’ Pemily Anggota DER, DPPD provisl, HaEn DFRD
lealnipaten flaots w2019 dar),

Nafa Partal Polilile
Hari dati {ariggal
Waktu "
Tempat penarjmasas( HOOM D MO0 MR amm
darigan finisias) Sabagal birjkut

FAS T FRRELITTAN RELENGRAPAN
i JENTS DOKUMEN TERCRIN S PRI TUMLAR HETERANGAN
= TSk ADA

1 |surar Pendaftaran FPartal Follilke Calon
Teserta Pemily vinggots Dewan. Perwaldlan
Palyst, Dewan Perwakilan Palys) Dasgaly
Proping, Wan Dewar|, Perwalaian Raleyal
Daziall Kablpatat/ieta (Medal F-PARFOL)

2 c'alh'ran Bema Negam Repaﬁllk Indonesia

ety (e  ssetE e WUl
dmn tdah legalisas) oleh, Kementerian

HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN

NO. JENIS DOKUMEN PDESEA AT CRNTIARIARAN JUMLAH KETERANGAN

ADA TIDAK ADA

Hukum dan Hak Asasi Manusia [
3. |Surat Pernyataan kepengurusan Partai
Politik yang menyatakan memiliki
kepengurusan, alamat, dan kantor tetap di
tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat
kabupaten/kota, serta kepengurusan
tingkat kecamatan (Model F1-PARPOL)

4. | Daftar susunan kepengurusan dan alamat
kantor tetap Partai Politik tingkat pusat
(Lampiran 1 Model F1-PARPOL)

5. | Daftar susunan kepengurusan dan alamat
kantor tetap Partai Politik tingkat Provinsi
(Lampiran 2 Model F1-PARPOL)

6. | Daftar susunan kepengurusan dan alamat
kantor tetap Partai Politik tingkat
Kabupaten/Kota (Lampiran 3 Model F1-
PARPOL)

7. |Daftar susunan kepengurusan Partai
Politik tingkat kecamatan (Lampiran 4
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NO.

JENIS DOKUMEN

HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN
PERSYARATAN PENDAFTARAN

ADA TIDAK ADA

JUMLAH KETERANGAN

Model F1-PARPOL)

Salinan Keputusan Menteri Huokum dan
Hak Asasi Manusia tentang kepengurusan
partai politik tingkat pusat

Salinan Keputusan pengurus partai politik
tentang kepengurusan partai politik tingkat
provinsi

10.

Salinan Keputusan pengurus partai politik
tentang kepengurusan partai politik tingkat
kabupaten/kota

11,

Salinan Keputusan pengurus partai politik
tentang kepengurusan partai politik tingkat
kecamatan

12.

Surat Pernyataan keanggotaan yang
menyatakan memiliki anggota  paling
sedikit 1.000 orang atau 1/1.000 dari
jumlah penduduk pada setiap
kepengurusan  partai  politik  tingkat
kabupaten/kota (Model F2-PARPOL)

13.

Rekapitulasi jumlah anggota Partai Politik

NO.

JENIS DOKUMEN

HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN
PERSYARATAN PENDAFTARAN

ADA TIDAK ADA

JUMLAH KETERANGAN

dalam wilayah kabupaten/kota (Lampiran
1 Model F2-PARPOL)

14,

Daftar Nama dan alamat anggota partai
politik dalam wilayah Kabupaten/Kota
yang disampaikan melalui Sipol

. | Surat Pernyataan Terpenuhinya paling

sedikit 30% (tiga pulub perseratus)
keterwakilan perempuan pada
kepengurusan partai politik tingkat pusat
dan memperhatikan 30% (tiga puluh
persen) keterwakilan perempuan pada
kepengurusan  partai  politik  tingkat
provinsi dan kabupaten/kota (Model F3-
PARPOL)

—

6.

Rekapitulasi 30% (tiga puluh persen)
Keterwakilan Perempuan (Lampiran Model
F3-PARPOL)

17.

Surat Keterangan domisili kantor tetap
untuk kepengurusan partai politik tingkat
pusat dari Camat atau Lurah/Kepala Desa
atau sebutan lain
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NO.

JENIS DOKUMEN

HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN
PERSYARATAN PENDAFTARAN

ADA TIDAK ADA

JUMLAH KETERANGAN

18.

Surat Keterangan domisili kantor tetap
untuk kepengurusan partai politik tingkat
provinsi dari Camat atau Lurah/Kepala
Desa atau sebutan lain

19.

Surat Keterangan domisili kantor tetap
untuk kepengurusan partai politik tingkat
kabupaten/kota  dari Camat  atau
Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain

20.

Surat pernyataan Pimpinan partai politik
mengenai status kantor tetap partai politik
tingkat pusat, provinsi, dan
kabupaten/kota (Model F4-PARPOL)

21.

Surat Keterangan tentang pendaftaran
nama, lambang, dan/atau tanda gambar
Partai Politik dari Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia

22.

Salinan bukti kepeniilikan nomor Rekening
atas nama partai politik tingkat Pusat,
provinsi, dan kabupaten/kota

23.

Salinan Anggaran Dasar dan Anggaran

NO.

JENIS DOKUMEN

HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN
PERSYARATAN PENDAFTARAN

ADA TIDAK ADA

JUMLAH KETERANGAN

Rumah Tangga partai politik

24.

Nama dan tanda gambar partai politik
ukuran 10x10 cm berwarna sebanyak 2
(dua) lembar

PETUGAS PENERIMA

Nama

Jabatan
No. Telp
Tanda Tangan

YANG MENYERAHKAN
Nama

Jabatan

No. Telp

Tanda Tangan
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TANDA BUET! FENERIMAAN

2018, No.138

‘MODEL TT.HP KPU.PARPOL

HASIL PERBAIKAN DOKUMEN PENDAFTARAN PARPTAL POLITIE ZALDN PESERTA PEMILI TAHUN 2049

Telah direnma hasil perbavkan dokumern persvararan pendaltaran Parray Folillecalon peserta Pemlill Anggota IJFR., DFRD provirist,

dam DPRD kabupaten/loota lahun 8019 dar

Hari dar tanggal G
Walety e T

Termpat peretinmasn
detigan mhiat sehagal beryl

FENELITIAN KELENGKAPAN HASIL
s JENIE TISRUMEE PERBAIKAN FERSTARATAN AUMLEH KETRRANSAN
ATYA TIDEK ADE
P
‘.',
5
G
7
PENELITIAN KELENGKAPAN HASIL
NO. JENIS DOKUMEN PERBAIKAN PERSYARATAN JUMLAH KETERANGAN
ADA TIDAK ADA
I 1
L SO
10. | Dst.

PETUGAS PENERIMA

Nama Nama
Jabatan Jabatan

No. Telp No. Telp
Tanda Tangan 1 e e Tanda Tangan

YANG MENYERAHKAN
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Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*) .......ccoiveiveiveiinnns

~74-

TANDA BUKTI PENERIMAAN
KARTU TANDA ANGGOTA PARTAI POLITIK DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK/SURAT KETERANGAN

MODEL TT.KPU.KAB/KOTA-PARPOL

vieeemen telal menerima Kartu Tanda Anggota Partai Politik (KTA) dan

Kartu Tanda Penduduk Elektronik/Surat Keterangan sebagai persyaratan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu Anggota

DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tahun 2019 dari :

Nama Partai Politik
Hari dan tanggal

Tempat penerimaan R P s SRR N SR

dengan rincian sebagai berikut :

HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN
NO. JENIS DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN JUMLAH KETERANGAN
ADA TIDAK ADA
1. Kartu Tanda Anggota Partai Politik (KTA)
2. | Kartu Tanda Penduduk elektronik/surat
keterangan yang diterbitkan oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil
J
PETUGAS PENERTMA YANG MENYERAHKAN
Nama Nama
Jabatan Jabatan
No. Telp No. Telp
Tanda Tangan Tanda THORAN = === ! cemiccemeesesecccecmmine
Keterangan :

1. * pilih salah satu.

2. KTA dan KTP elektronik/Surat Keterangan Disdukeapil harus sesuai dengan nama anggota yang tercantuin dalam daftar

anggota partai politik yang tercantum dalam Sipol.
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MODEL TT.HP.KPU.KAB/KOTA-
PARPOL

TANDA BUKTI PENERIMAAN HASIL PERBAIKAN
KARTU TANDA ANGGOTA PARTAI POLITIK DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK/SURAT KETERANGAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*) ...........coceeeiveiveieeineeenen. telah menerima hasil perbaikan Kartu Tanda Anggota Partai
Politik (KTA) dan/atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik/Surat Keterangan sebagai persyaratan pendaftaran partai politik calon
peserta pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tahun 2019 dari :

Nama Partai Politik

Hari dan tanggal
Tempat penerimaan R P s SRR N SR

dengan rincian sebagai berikut :

PENELITIAN KELENGKAPAN
NO. JENIS DOKUMEN PERSYARATAN HASIL PERBAIKAN JUMLAH KETERANGAN
ADA TIDAK ADA

1. Kartu Tanda Anggota Partai Politik (KTA)

2. Kartu tanda penduduk elektronik/surat
keterangan yang diterbitkan oleh dinas
kependudukan dan catatan sipil

PETUGAS PENERIMA YANG MENYERAHKAN

Nama . Nama

Jabatan Jabatan

No. Telp No. Telp

Tanda Tangan < P ———— Tanda Tangan o e g g
Keterangan :

1. *) pilih salah satu.
2. KTA dan/atau KTP elektronik/Surat Keterangan Disdukcapil harus sesuai dengan nama anggota yang tercantum dalam daftar
anggota partai politik yang tercantum dalam Sipol.
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l WODEL BA.ADM KPU-PARPOL

BERTIAACARA:
RARTA) FOLITIK CALONM PESERTA FEMILD
NEOMOR w0«

Pada hari iod o o e o fEEEEEL & o ae BUER w v v owow w fehun s
(L, o WBRETBRIREL Wy oy o0 KFD telER msiesansless
perelitian adminigtadi  terhatdaw kelergkapan den Keabsahan dekumen
persyatatan Partas Rolithe exlotl peserts Pernill “nggola DFR, OFRD Provits:
dan DPRD kabupaten/lcota yang terdir] dati

1 Surst Pendeltaran Partas Rolitlk Celo Pesstts RemUU Anggosa Dewan
Perwakiion Rakvat, Dewsn Perwakilay Ralvat Daerah Provimsiodan
Dinati Parwakila Pakyal Dastal Kabpatstl/ Kola (MODEL F-PSPROL;
Salinan Berite Megara Republik fndonema yang menyvatakau bahwe
Paktal Pl jerdaltar debiagal Radan Hukldn dail |slah dilsgalisas| lsh
Kementerian Hukom dan Hak #sad Mamasia.

merrulile kepengurusan. alamat, dan 'kantor tetap di tinglat pusat.

By

fEY)

rghkal proving, Han bngkal kablpafen/lsta, serta lepengunisan
Hnglat kecamatan (MODEL F1-PARPGL),;

4 Dafian sustinary kepenguyusaly dary alamal kantor fetap Partal Pulitilc

Hngleat pusat |Lamprran 1 MODEL‘:F‘.L.F‘A?PE)L{;

Daftar susdnar kepenguyusaly dary alamal kantor fetay Partal Pulitilc

hmg‘}carﬂé'rsoumsx (Laraprarn 2 MODEL F1-PARPOL;

5, Daffar stsitnarr kepergliusan dai slamat kanlor tefap Partal Politik
tnglar Kabuparen/ Kota | Lampiran 3 MODEL F1L-FaRPOL;

7 Daffar susugal kepetigurusan  Parfal Politik togkst  kecamatan
(Lamprren< MODEL E’I-F’M?PQL;L

8, Zalinan Kepulusan Menbtsrf Hukum odan, Hak As=isi Mansiz teatang
Kepenguensan partal politk tingkar pusat

S, Saliran KeputUsan penglrus partal politik fertang Kepergurtsan parta
politlle Lnglesy prosinsy,

10 Galiran Keputusan pehglivus partal politil fentang Kepergurusan partal
politll Unglesy Rakiuparat]/kold,

1) Galiran Keputtsan pehglivus partal politl fentarg kepargurisan partal
polliil lingltal kecamatan

X
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12. Surat Pernyataan keanggotaan yang menyatakan memiliki anggota
paling sedikit 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk
kahupaten/kota pada setiap kepengurusan partai politik tingkat
kabupaten/kota (MODEL F2-PARPOL);

13. Rekapitulasi jumlah anggota Partai Politik dalam wilayah
kahupaten/kota ( Lampiran 1 MODEL F2-PARPOL);

14. Daftar nama dan alamat anggota Partai Politik dalam wilayah
kabupaten/kota yang disampaikan melalui‘Sipol;

15. Surat Pernyataan terpenuhinya keterwakilan perempuan paling sedikit
30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah kepengurusan Tingkat Pusat,
dan memperhatikan 30% (tiga pululr persen) keterwakilan perempuan
dari jumlah kepengurusan Tingkat Preovinsi dan Kabhupaten/kota
(MODEL F3-PARFOL);

16. Rekapitulasi 30% (tiga pululh persen) keterwakilan perempuan
(Lampiran Model F3-PARPOL);

17. Surat Keterangan domisili kantor tetap untuk kepengurusan tingkat
pusat dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain;

18. Surat Keterangan demisili kanter tetap untuk kepengurusan tingkat
provinsi dari Camat atau Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain;

19. Surat Keterangan domisili kantor tetap untuk kepengurusan tingkat
kahupaten/kota dari Camat atau Lural/Kepala Desa atau sebutan lain;

20. Surat pernyataan pimpinan partai politik mengenai status kantor tetap
partai politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota (MODEL F4-
PARPOL);

21. Surat Keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda
gambar Partai Politik dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

22. Salinan bukt kepemilikan nomor Rekening atas nama partai politik
tingkat Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;

23. Salinan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik;
dan

24. Nanmia dan tanda gambar partai politik ukuran 10x10 cm berwarna

sebanyak 2 (dua) lembar.
Hasil penelitan terhadap kelengkapan dan keabsahan persyaratan Partai

Politik calon peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
kabupaten/kota untuk setiap Partai Politik sebagaimana terlampir.
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Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan masing-masing
rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. Partai politik calon Peserta Pemilu sebanyak 1 (satua) rangkap;

2. Bawaslu sebanyak 1 (satu) rangkap; dan

3. Arsip KPU sebanyak 1 (satu) rangkap.

KOMISI PEMILTHAN TUMUM

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

| S Xt Wi s e e x b e e en (Ketna) ... AN e e v ans szen
2 (Anggota)

Bl vre et e e et e e e v (Anggota) . ,

e meows s e oo e s s bite e dnens (Anggota) ... A6 SR e S -
5 (Anggota)

G P, (Anggota) ... . B
Ts o monws encs neons e aemns sensss s e amenns e (Anggota) ... PP s arsszen
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LAMPIRAN 1 MODEL BA.ADM.KPU-PARPOL

HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PARTAI
POLITIK CALON PESERTA PEMILU

HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI
NO. JENIS DOKUMEN

M3 BMS

1. |Surat Pendaftaran Partai Politik Calon
Peserta Pemilu Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daecrah
Kabhupaten/Kota (Moedel F-PARPOL)

2. [Salinan Berita Negara Republik Indonesia
vang menyatakan bahwa Partai Politik
tersebut terdaftar sebagal Badan Hukum
dan telah dilegalisasi oleh Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia

3. [Surat pernyataan kepengurusan Partai
Politik yang menyatakan memiliki
kepengurusan, alamat, dan kantor tetap
di tingkat pusat, tingkat provinsi, dan
tingkat kabupatern/kota, serta
kepengurusan tingkat kecamatan (Model
F1-PARPOL)

4. Daftar susunan kepengurusan dan
alamat kantor tetap Partai Politik tingkat
pusat (Lampiran 1 Model F1-PARPOL)

5. [Paftar susunan kepengurusan dan
alamat kantor tetap Partai Politik tingkat
Provinsi (Lampiran 2 Model F1-PARPOL)

6. |Daftar susunan kepengurusan dan
alamat kantor tetap Partai Politik tingkat
Kabupaten/Kota (Lampiran 3 Model F1-
PARPOL)
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NG.

JENIS DOKUMEN

HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI

Ms

BMS

Daftar susunan kepengurusan Partai
Politik tingkat kecamatan (Lampiran 4
Model '1-PARPOL)

Salinan Keputusan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia tentang
Kepengurusan Partai Politik ftingkat

pusat

Salinan Keputusan pengurus partai
politik tentang kepengurusan Partai
Politik tingkat previnsi

10.

Salinan Keputusan pengurus partai
politik tentang kepengurusan Partai
Politik tingkat kabupaten/kaota;

11.

Salinan Keputusan pengurus partai
politik tentang kepengurusan Partai
Politik tingkat kecamatan

12.

Surat Pernyataan keanggotaan yang
menyatakan memiliki anggota paling
sedikit 1.000 orang atau 1/1.000 dari
jumlah penduduk kabupaten/kota pada
setiap  kepenguruisan  partai  politik
tingkat kabupaten/keota (Model F2-
PARPOL)

13.

Rekapitulasi jumlah anggota Partai
Politik dalam wilayah kabupaten/kota
(Lampiran 1 Model F2-FPARPOL)

14,

Daftar nama dan alamat anggota Partai
Politik dalam wilayalh kabupaten/kota
yang disampaikan melalui Sipol
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NG.

JENIS DOKUMEN

HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI

MS

BMS

Surat Pernyataan terpenuhinya paling
sedikit 30% (dga puluh perseratus)
keterwakilan perempuan Parati Politik,
dan memperhatikan 30 % (tiga puluh
persen) keterwakilan perempuan dari
jumlah kepengurusan Tingkat Provinsi
dan Kabupaten/kota (MODEL  F3-
PARPOL)

16.

Rekapitulasi 30% (tiga pululy persen)
keterwakilan  perempuan  (Lampiran
Model F3-PARPOL)

17.

Surat Keterangan domisili kantor tetap
untuk  kepengurusan Partai  Politik
tingkat  pusat dari Camat atau
Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain

18.

Surat Keterangan domisili kantor tetap
untuk kepengurusan Partai Politik
tingkat provinsi dari <Camat atau

Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain

19.

Surat Keterangan domisili kantor tetap
untuk  kepengurusan Partai  Politik
tingkat kabupaten/kota dari Camat atau
Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain

Surat pernyataan pimpinan partai politik
nengenai  status kantor tetap partai
politik tingkat pusat, provinsi, dan
kabupaten/kata (MODEL F4-PARPOL)

21.

Surat Keterangan tentang pendaftaran
nama, lambang, dan/atau tanda gambar
Partai Politik dari Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia
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HASITL PENELITIAN ADMINISTRASI
NO. JENIS DOKUMEN
MsS BMS
22. Balinan bukti kepemilikan nomor
Rekening atas nama partai politik tingkat
Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota
23. [Salinan Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumali Tangga partai politik
24. Nama dan tanda gambar partai politik
ukuran 10x10 em berwarna sebanyak 2
(dua) lembar
KOMISI PEMILITHAN UMUM
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
Lo ouuwe smuss oomon sas swwe srowss i R (Ketua) e SRS S TN PR 7 e
Q. s ews et e s v m sl K g Fs e 3 (ANEROTA) iaievie i i e e
£ T e et e s e e e, (Anggota) ; . ;
B 2 owrs s svan res mvars e pawas Fes Swars (Anggota) S SR e TS FEN T e
D o wedts e vos e s veifs et s v « Vs it v (ADEROTA) i e
(G T o e e PR (Anggota) ... B D —
To newre smess cvv e san svars s e e Fes Swere S (Anggota) A PR 6T e SeRe FESE 8T s
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LAMPIRAN 2 MODEL BA.ADM.KPU-PARPOL

REKAPITULASI HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI DI TINGKAT PROVINSI

PARTAL.
Provinsi Kepengurusan | Domisili Kantor | Status Kantor i EetRre i
No, Rekening Perempuan
1 2 3 4 5 6 7
1. Provinsi
2, Provinst.
3 7
4,
S
KOMISI PEMILIHAN UMUM
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
(Ketua)
(Anggota)
(Anggota)
(Anggota)
(Anggota)
(Anggota)
(1:5 7o) 7 1 S s
LAMPIRAN 8 MODEL BA.ADM.KPU-PARFPOL
REKAPITULASI HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA
PARTAL .....omeecosmracs
Jumlah
No. Provinsl Jumlah Minimum | Kepengurusan Domisili Status Kepemilikan | Keterwakilan
Kab/Kota 75%) Kantor Kanter Rekening Perempuan
1 2 a 4 5 6 7 8 @
51 Provinsi ..
1.1. | Rabupaten/Kota...
1.2. | Kabupaten/Kota...
1.3. | Kabupaten/Kota...
1.4. | Kabupaten/Kota...
1.5, [dst...
Jakarta , .
KOMISI PEMILIHAN UMUM
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
L esewe S ase RIS S foare SR Ketua)  cmesmessiemssnessmen
- ST Nty e U R VY Y (Anggota)
(- S Y P S B e e Y [ADEROSTE). cimiicnt e senemene teien s
. e (AngEota)  messmemsiessesemiess e i
0. ot cmnanme st o e pains eaie it hasye (ABERUE].  vnoveod cavndiren staspenis Spades
- S do b s o (ADEREBTE. et e e e
Te  oasavmeassimes sove siamaan e seeve sese (Angeota) cmesmesianssenen mes
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LAMPIRAN 4 MODEL BA.ADM KPUJ-PARFOL

REKAFITULASI HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI KEPENGURUSAN DI
TINGKAT KECAMATAN

PARTAL ...ccoou
No Provinsi dan Jumlah 50% Jumlah SK Presentase
Kabupaten/Kota Kecamatan | Kecamatan | Kecamatan | Kepengurusan Di
Kecamatan
1 2 3 4 S 6
1. | Provinsi...,....
1.1, Kabupaten/ Kota..
1,2, Kabupaten/Kota.,.
1.3. Kabupaten/Kota...
2. | Provinsiu. ...
1.1. Kabupaten/Kota..
1.2, Kabupaten/ Kota..
1.3 Iiabu[;atcn / Eota..
3. | Provinsi:.......
1.1. Kabupaten/Kota...
1.2, Kabupaten/Kota..
1.3, Rabupaten/Kota..
JaKarta , eoeree oo ivioeneeinonns
KOMISI PEMILTHAN UMUM
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
L s R e s N Ketna) ... an v s PN v v
D = iiwas maes g A e AR RIS N S T (Amemeta)l e e s v s oy
¢ PPN (Anggota) P
. RN xt i ewe anenne s a0 b e e foans (Anggota) ... R as b
B (Anggota)
G v vev e e e (Anggota) e e v e -
Ve v ooows N8 b 55 NS e s b e s (Anggota) ... P s i
1
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MIODEL BA. AN HP P PARROL

BERTIAACARA
PENELITIAN SDMINISTRAS) HASIL FERRATKAN DOKUMEN PEPSYARATAN
PARTAI POLITIN CALOW PESERTA PEMILY
MOMOR L i

Pada ha-'-? ind; - mng@l RERIRER L blﬂ?ﬂ? " L I 'I‘Q-h'Uh "il.ta
tihta o bertﬁnmai B R i KP'IJ tela.t- melaksanakan
penehﬂzn admmsxrasl hasll perbailan terhadap: kelenghkapan dan keabsahan
dokilmeti persyaialan Partal Polijtlc calon passeta RPamill arggola DPR, DRRD
Provinsi dan DERD kabinpiaten/ kuta yaug ferdinl dai

4w ]

? wndd

2, dsb

Hesil penslitian administrasi perbaikear terhadap kelengkaparn dan keabsahan
dolauren persyaraian Farta Fellik ealon pESErta Fenillu anggota DFR, DRRD:
Provins | dat) DPRD Lslnlpat=il/eola Untule ssligp Pattal, Politil Ssbagainiatia
terlampiy
Demilaan Benta Acara 1mu dibust datam 3 |Hgs) rangkap dan masing-masing,
rangleap Hitaridatangant olen Ketliadan angsota KU
Berjta Acaya il disampallar kspada
1 Partdi politil salon Peserta: Perilli sebanyede | (safi ranghks
2 Bawaslu sebanyale 1 (garu) ranghap;
8 Viredr EPU ssbaniyale | [af) tanglap

ROMTS! FEMILTHAN UMM

e NANA JABATAN TANDA TANGAN
1 Lo N NN NN |f‘ke’m’a\‘
|Anggola)
cmmmmmmounomononon oo (Anggoia)
B BE BE B B OBE BE BE B BB BE 6 B {Anggotal
[Anggota)

L L O L L S L L U L U T L T T .('/L"Iggﬁ‘al [E IR T IO T I TR I FERE T TR T o}
(Anggala)

B!

B S S

Keterangan
5] sl dokilmieti paisyatatan perbailan Partal PANHE S2ln pPaserta’ Pemilo
anggota DFR, DPRD. Proviosi oan, DPRE kabupaten/lotz wang belum
lengkap/sah
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LAMPIRAN 1 MODEL BA.ADM.HP.KPU-PARPOL

HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI PERBAIKAN DOKUMEN PERSYARATAN
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU

NO.

JENIS DOKUMEN

HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI

M3

™S

Surat Pendaftaran Partai Politik Calon
Peserta Pemilu Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daecrah
Kabhupaten/Kota (Moedel F-PARPOL)

Salinan Berita Negara Republik Indonesia
vang menyatakan bahwa Partai Politik
tersebut terdaftar sebagal Badan Hukum
dan telah dilegalisasi oleh Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia

Surat pernyataan kepengurusan Partai
Politik yang menyatakan memiliki
kepengurusan, alamat, dan kantor tetap
di tingkat pusat, tingkat provinsi, dan
tingkat kabupatern/kota, serta
kepengurusan tingkat kecamatan (Model
F1-PARPOL)

Daftar susunan kepengurusan dan
alamat kantor tetap Partai Politik tingkat
pusat (Lampiran 1 Model F1-PARPOL)

Daftar susunan kepengurusan dan
alamat kantor tetap Partai Politik tingkat
Provinsi (Lampiran 2 Model F1-PARPOL)

Daftar susunan kepengurusan dan
alamat kantor tetap Partai Politik tingkat
Kabupaten/Kota (Lampiran 3 Model F1-
PARPOL)
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NG.

JENIS DOKUMEN

HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI

Ms

™S

Daftar susunan kepengurusan Partai
Politik tingkat kecamatan (Lampiran 4
Model '1-PARPOL)

Salinan Keputusan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia tentang
Kepengurusan Partai Politik ftingkat

pusat

Salinan Keputusan pengurus partai
politik tentang kepengurusan Partai
Politik tingkat previnsi

10.

Salinan Keputusan pengurus partai
politik tentang kepengurusan Partai
Politik tingkat kabupaten/kota

11.

Salinan Keputusan pengurus partai
politik tentang kepengurusan Partai
Politik tingkat kecamatan

12,

Surat Pernyataan keanggotaan yang
menyatakan memiliki anggota paling
sedikit 1.000 orang atau 1/1.000 dari
jumlah penduduk kabupaten/kota pada
setiap kepengurusan partai  politik
tingkat kabupaten/kota (Model F2-
PARPOL)

13.

Rekapitulasi jumlah anggota Partai
Politik dalam wilayah kabupaten/kaota
(Lampiran 1 Model F2-PARPOL)

14.

Daftar nama dan alamat anggota Partai
Politik dalam wilayah kabupaten/kota
yvang disampaikan melalui Sipol
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NG.

JENIS DOKUMEN

HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI

Ms

™S

Surat Pernyataan terpenuhinya paling
sedikit 30% (dga puluh perseratus)
keterwakilan perempuan Parati Politik,
dan memperhatikan 30 % (tiga puluh
persen) keterwakilan perempuan dari
jumlah kepengurusan Tingkat Provinsi
dan Kabupaten/kota (MODEL  F3-
PARPOL)

16.

Rekapitulasi 30% (tiga pululy persen)
keterwakilan  perempuan  (Lampiran
Model F3-PARPOL)

17.

Surat Keterangan domisili kantor tetap
untuk kepengurusan Partai Politik
tingkat  pusat dari Camat atau
Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain

18.

Surat Keterangan domisili kantor tetap
untuk kepengurusan Partai Politik
tingkat provinsi dari <Camat atau

Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain

19.

Surat Keterangan domisili kantor tetap
untuk  kepengurusan Partai  Politik
tingkat kabupaten/kota dari Camat atau
Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain

Surat pernyataan pimpinan partai politik
mengenai status kantor tetap partai
politik tingkat pusat, provinsi, dan
kabupaten/kata (MODEL F4-PARPOL)

21.

Surat Keterangan tentang pendaftaran
nama, lambang, dan/atan tanda gambar
Partai Politik dari Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia
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HASITL PENELITIAN ADMINISTRASI
NO. JENIS DOKUMEN
MS T™S
22. Balinan bukti kepemilikan nomor
Rekening atas nama partai politik tingkat
Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota
23. [Salinan Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumali Tangga partai politik
24, [Nama dan tanda gambar partai politik
ukuran 10x10 cm berwarna sebanyak 2
(dua) lembar
Jakarta, ...c.o.oeovemiencoincnnn
KOMISI PEMILIHAN UMUM
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
L v e pems s e e (Ketua) .
2. (ADGROLE) e mer sosmeems ooins smamn somies
B s e g s e T g A e T (ADgEolA) s e sy s s gy
e oerme e e 1o semme smene e ve semms e (Anggota) et e e e e e e
9. (ADEROLE) e vnes sosmeems sotms nmame sosmes
B: e teis gt 5 s Taeis g A5 Smas Tae (Anggota) .o e seees s g
T o veevrne e et ey e e e e ey (Anggota) e eane vty e a e e n e
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LAMPIRAN 1 MODEL BA.ADM.HP.KPU-PARPOL

HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI PERBAIKAN DOKUMEN PERSYARATAN
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU

NO.

JENIS DOKUMEN

HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI

M3

™S

Surat Pendaftaran Partai Politik Calon
Peserta Pemilu Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daecrah
Kabhupaten/Kota (Moedel F-PARPOL)

Salinan Berita Negara Republik Indonesia
vang menyatakan bahwa Partai Politik
tersebut terdaftar sebagal Badan Hukum
dan telah dilegalisasi oleh Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia

Surat pernyataan kepengurusan Partai
Politik yang menyatakan memiliki
kepengurusan, alamat, dan kantor tetap
di tingkat pusat, tingkat provinsi, dan
tingkat kabupatern/kota, serta
kepengurusan tingkat kecamatan (Model
F1-PARPOL)

Daftar susunan kepengurusan dan
alamat kantor tetap Partai Politik tingkat
pusat (Lampiran 1 Model F1-PARPOL)

Daftar susunan kepengurusan dan
alamat kantor tetap Partai Politik tingkat
Provinsi (Lampiran 2 Model F1-PARPOL)

Daftar susunan kepengurusan dan
alamat kantor tetap Partai Politik tingkat
Kabupaten/Kota (Lampiran 3 Model F1-
PARPOL)
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NG.

JENIS DOKUMEN

HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI

Ms

™S

Daftar susunan kepengurusan Partai
Politik tingkat kecamatan (Lampiran 4
Model '1-PARPOL)

Salinan Keputusan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia tentang
Kepengurusan Partai Politik ftingkat

pusat

Salinan Keputusan pengurus partai
politik tentang kepengurusan Partai
Politik tingkat previnsi

10.

Salinan Keputusan pengurus partai
politik tentang kepengurusan Partai
Politik tingkat kabupaten/kota

11.

Salinan Keputusan pengurus partai
politik tentang kepengurusan Partai
Politik tingkat kecamatan

12,

Surat Pernyataan keanggotaan yang
menyatakan memiliki anggota paling
sedikit 1.000 orang atau 1/1.000 dari
jumlah penduduk kabupaten/kota pada
setiap kepengurusan partai  politik
tingkat kabupaten/kota (Model F2-
PARPOL)

13.

Rekapitulasi jumlah anggota Partai
Politik dalam wilayah kabupaten/kaota
(Lampiran 1 Model F2-PARPOL)

14.

Daftar nama dan alamat anggota Partai
Politik dalam wilayah kabupaten/kota
yvang disampaikan melalui Sipol
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NG.

JENIS DOKUMEN

HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI

Ms

™S

Surat Pernyataan terpenuhinya paling
sedikit 30% (dga puluh perseratus)
keterwakilan perempuan Parati Politik,
dan memperhatikan 30 % (tiga puluh
persen) keterwakilan perempuan dari
jumlah kepengurusan Tingkat Provinsi
dan Kabupaten/kota (MODEL  F3-
PARPOL)

16.

Rekapitulasi 30% (tiga pululy persen)
keterwakilan  perempuan  (Lampiran
Model F3-PARPOL)

17.

Surat Keterangan domisili kantor tetap
untuk kepengurusan Partai Politik
tingkat  pusat dari Camat atau
Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain

18.

Surat Keterangan domisili kantor tetap
untuk kepengurusan Partai Politik
tingkat provinsi dari <Camat atau

Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain

19.

Surat Keterangan domisili kantor tetap
untuk  kepengurusan Partai  Politik
tingkat kabupaten/kota dari Camat atau
Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain

Surat pernyataan pimpinan partai politik
mengenai status kantor tetap partai
politik tingkat pusat, provinsi, dan
kabupaten/kata (MODEL F4-PARPOL)

21.

Surat Keterangan tentang pendaftaran
nama, lambang, dan/atan tanda gambar
Partai Politik dari Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia
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HASITL PENELITIAN ADMINISTRASI
NO. JENIS DOKUMEN
MS T™S
22. Balinan bukti kepemilikan nomor
Rekening atas nama partai politik tingkat
Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota
23. [Salinan Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumali Tangga partai politik
24, [Nama dan tanda gambar partai politik
ukuran 10x10 cm berwarna sebanyak 2
(dua) lembar
Jakarta, ...c.o.oeovemiencoincnnn
KOMISI PEMILIHAN UMUM
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
L v e pems s e e (Ketua) .
2. (ADGROLE) e mer sosmeems ooins smamn somies
B s e g s e T g A e T (ADgEolA) s e sy s s gy
e oerme e e 1o semme smene e ve semms e (Anggota) et e e e e e e
9. (ADEROLE) e vnes sosmeems sotms nmame sosmes
B: e teis gt 5 s Taeis g A5 Smas Tae (Anggota) .o e seees s g
T o veevrne e et ey e e e e ey (Anggota) e eane vty e a e e n e
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LAMPIRAN 2 MODEL BA.ADM.HP.KPU-PARPOL

REKAPITULASI HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI FPERBAIKAN KEPENGURUSAN DI TINGKAT PROVINSI
PARTAL.

- Kepemilikan Keterwakitan
Provinsi Kepengurusan | Domisili Kantor | Status Kantor
No, Rekening Perempuan

1 2 3 4 5 6 T

| =
7
I

ol A B

KOMISI PEMILIHAN UMUM
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
(Ketua)

(Anggota)
(Anggota)
(Anggota)
(Anggota)
(Anggota)
(1:5 7o) 7 1 S s

LAMPIRAN 3 MODEL BA ADM.HP KPU-PARPOL

REKAPITULASI HASIL PENELITIAN ADMINISTRAS] PERBAIKAN KEPENGLURUSAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

PARTAL. -
Jumlah
No. Provinsi Jumlah Minimum | Kepengurusan L e = e chemil'ilmn s
i Kantor Kantor Rekening Perempuan
(75%])
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Provinsi ..
L.1. | Kabupaten/Kota...
L2, | Kabupaten/Kota..
L.3. Kabupaten /Kota...
L4. | Kabupaten/Kota...
L5 |dsbi..
JARATEA, , :0ivicens apaes soiiansag
KOMISI PEMILIHAN UMUM
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
Lo osuamesnensus sgesa suase ves i ons sass sxtve e (Ketua)
2. (Anggota)
3. (Anggota)
4, (Anggota)
5, (Anggota)
(Anggota)
(Anggota)

www.peraturan.go.id



-95-

2018, No.138

LAMPIRAN 4 MODEL BA.ADM, HP KPU-PARFOL

REKAPITULASI HASIL PENELITIAN ADMINISTRAS] FERBAIKAN
KEPENGURUSAN DI TINGKAT KECAMATAN

PARTAL ...ccoou
No Provinsi Dan Jumlah 50% Jumlah Sk Presentase
Kabupaten/Kota Kecamatan | Kecamatan Kecamatan | Kepengurusan Di
Kecamatan
1 2 3 4 > 6
1. | Provinsi...,....
1.1, Kabupaten/ Kota..
1,2, Kabupaten/Kota.,.
1.3. Kabupaten/Kota...
2. | Provinsiu. ...
1.1. Kabupaten/Kota..
1.2, Kabupaten/ Kota..
1.3 Iiabu[;atcn / Eota..
3. | Provinsi:.......
1.1. Kabupaten/Kota...
1.2, Kabupaten/Kota..
1.3, Rabupaten/Kota..
JaKATTA , veveeveevecmeienmnenimnens
KOMISI PEMILTHAN UMUM
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
Lo iowus smis amwus g sawas sumis qwus a5 sawag Toe Retrma] . sowe gmoasens s sae g
e eree e g s e e e e e s (Anggota) e e e e e e
B s s s s s e vee soe e (Anggota) ... PR — e v
4. (Anggota)
Bt iren e e v en e e e e (Anggota) et aee e e e e e aee e
B s enwe sanss s e avene s s s o s (Anggota) ... A Vs s e s v
7 (Anggota)
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MODEL BA.ADM KPU.KAB/KOTA-PARPOL

BERITA ACARA
PENELITTIAN ADMINISTRASI KEANGGOTAAN PARTAT POLITIK CALON
PESERTA PEMILU TINGKAT KABUPATEN/KOTA

PROVINSL..cooiieiiiin

Pada hari ini .......... tanggal coococees bulan oo Tahun dua

[515) & . SRR 03 o 13 41§ 121 M« b PR , KPU/KIP Kabupaten/Kota?*)

s telall melaksanakan penelitian persyaratan administrasi

keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi
dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2019,

Hasil penelitian administrasi keanggotaan Partai Politik calon peserta
Pemilu -anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun 2019
sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat S (lima) rangkap dan masing-masing
rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU /KIP Kabupaten/Kota.
Berita Acara disampaikan kepada:

1. Partai Politik calon peserta Pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. KPU sebanyak 1 (satu) rangkap;

3. KPU Provinsi/KIP Aceh sebanyak 1 (satu) rangkap;

4. Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap; dan

5. Arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap.

KPU/KIP Kabupatern/Kota®) «..cccooviinnene R s v

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

| SR e e e P (Ketua) ... e e e I
2 s s Nt s e s s R (Anggota) ... PP s s
3. (Anggota)

U e e e (Anggota) ... S — R
B e wass cvven ras swae s i R, (Anggota) A SRS S T PR R——

Keterangan :

*) pilih salah satu
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LEMBAR PENELITIAN ADMINISTRASI KEANGGOTAAN
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TINGKAT

KABUPATEN/KOTA

PARTAL...

KABUPATEN/ROEA M 2 coii. 56 aet ca icimossa dians s oa fobissss goq aws sa 595 viois o dei at dwvivavs

2018, No.138

LAMPIRAN 1 MODEL BA.ADM.KPU.KAB/KOTA-PARPOL

NO-KARTU |-\ \MOR INDUR KETERANGAN
No. NAMA UMUR TANDA ALAMAT KECAMATAN | DESA/KELURAHAN
ANGGOTA FEEEREEIEER KODE**) MS/TMS
1. A. L.
2; 2.
3. 3.
4. 4
S. B. 1.
6. 2.
T 3.
4,
NO-EARTU | 1 MOR INDUK KETERANGAN
No NAMA UMUR TANDA EPENDUDGIAR ALAMAT KECAMATAN | DESA/KELURAHAN
ANGGOTA KODE**) MS/TMS
9. C. dst. 1.
10.] 2.
Jakarta, ...
KPU KABUPATEN/ KOTAY).vuaiauvsssconisss soresinsainisssonnasss
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
2 53 (Ketua)
2. (Anggota)
3. (Anggota)
4. (Anggota)
S. (Anggota)
Keterangan:

1. % Pilih salah satu.
2. ** Diisi dengan indikasi anggota yang tidak memenuhi syarat seperti:

Angka 1 adalah anggota Partai Politik yang mempunyai pekerjaan PNS.
Angka 2 adalah anggota Partai Politik yang mempunyai pekerjaan TNI.
Angka 3 adalah anggota Partai Politik yang mempunyai pekerjaan POLRIL
Angka 4 adalah anggota Partai Politik yang usianya belum 17 tahun dan belum menikah.

1)
2)
3)
4
5)
6)

Angka 5 adalah potensi kegandaan dalam 1 (satu) partai.
Angka 6 adalah potensi kegandaan antar partai.
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LAMPIRAN 2 MODEL BA.ADM KPU.KAB/KOTA-PARPOL

SURAT PERNYATAAN
ANGGOTA PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TERHADAP DUGAAN
POTENSI KEGANDAAN LEBIH DARI SATU PARTAI POLITIK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama et et e e Sae an s S e e e s
2. NIK B s san o S — G s s s s s
3. Tempat dan Tanggal Lahit @ ..o ot s sia et ot oot bes saa son sos ris iie vias
4. Usia e e e e s S Sae S 8 S g s s e e s e
9. Jenis Kelamin B ra e oas seeasins S s s B B SSEEATEATEAS T Fat TRt 78
6. Pekerjaan

7. Alamat

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya adalah anggota
Partai Politik ... dan bukan anggota Partai
Politik manapun dan bersediaftidak bersedia®) membubuhkan tanda
tangan/cap jempeol pada Surat Pernyataan ini.

............. PRV RN . § EAPS

Yang membuat pernyataan

Keterangan:
*) pilih salal satu
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MODEL BA.ADM.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL

BERITA ACARA
PENELITTAN ADMINISTRASI HASIL PERBAIKAN KEANGGOTAAN PARTAIL
POLITIK CALON PESERTA PEMILU TINGKAT KABUPATEN/KOTA

PROVINSL ... vies
NOMOR: e ns s soaiuarscaen s sawns v aicas
Pada hari ini ..o tanggal ... bulam waes was s s s Tahun dua
57 1 RS —————— bertempat Al oo . , KPU/KIP Kabupaten/Kota*)

. telah melaksanakan penelitian persyaratan adniinistrasi
hasil perbaikan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu anggota DPR,
DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota Taliun 2019,

Hasil penelitian administrasi perbaikan keanggotaan Partai Politik calon
peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota Tahun
2019 sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 5 (lima) rangkap dan masing-masing

rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU /KIP Kabupaten/Kota,

Berita Acara disampaikan kepada:

1. Partai Politik calon peserta Pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap;

2. KPU sebanyak 1 (satu) rangkap;

3. KPU Provinsi/KIP Acel sebanyak 1 (satu) rangkap;

4. Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap; dan

3. Arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap.

KPU/KIP Kabupaten/Kota?*) ..

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
L . cvese it b o e icen a6 b ot e sens (Ketna) .. s e e v ans szen
. s a0 4204 smram oD €9 R 4900 axlen e (ALGEOME) e vmoms cosnoms smnm e oo
i e e e e e e (Anggota)
S (Anggota) e e et e e ann e
5. (Anggota)

Keterangan :

*) pililt salah satu
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PROVINSI
RABUPATEN/IEIBR M, & oo sioma i s o iimivass nmn s sngadios sivan sas s nywnsss
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LEMBAR PENELITIAN ADMINISTRASI HASIL PERBAIKAN KEANGGOTAAN
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TINGKAT

KABUPATEN/KOTA

LAMPIRAN 1 MODEL BA.ADM.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL

e NOMOR INDUK RETERAlOAN
No. NAMA UMUR TANDA ALAMAT | KECAMATAN | DESA/KELURAHAN
ANGGOTA AR S KODE* | MS/TMS
1. A. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. B. 1.
6. 2
7. | 3.
8. 4.
b8 DAY NOMOR INDUK KETERANGAN
No. NAMA UMUR TANDA ALAMAT | KECAMATAN | DESA/KELURAHAN
ANGGOTA RECA AN KODE* | MS/TMS
9. ‘ C. dst.. I
10. 3 %
Jakarta, ...
KPU KABUPATEN/IKOTAM 00 1eveveeveeieenn s seecesnesnes
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
L (Ketua)
2. (Anggota)
3. (Anggota)
4. (Anggota)
<SR R i R R A (Anggota)
Keterangan:

1. %) Coret yang tidak diperlukan.
2. **) Diisi dengan indikasi anggota yang tidak memenuhi syarat seperti:
1) Angka 1 adalah anggota Partai Politik yang mempunyai pekerjaan PNS.
2) Angka 2 adalah anggota Partai Politik yang mempunyai pekerjaan TNI.
3) Angka 3 adalah anggota Partai Politik yang mempunyai pekerjaan POLRI.

4) Angka 4 adalah anggota Partai Politik yang usianya belum 17 tahun dan belum menikah.
5) Angka 5 adalah potensi kegandaan dalam 1 (satu) partai.

6) Angka 6 adalah potensi kegandaan antar partai.
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LAMPIRAN 2 MODEL BA.ADM.HP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL

SURAT PERNYATAAN
ANGGOTA PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TERHADAP
DUGAAN POTENSI KEGANDAAN LEBIH DARI SATU PARTAI POLITIK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama

2. NIK e Sae Sae st see se s e e e s s
3. TTL/Umur 0 o N ARSI NARROARSTA S e ik i i RIS S S 2N 1N
4. Jenis Kelamin

5. Pekerjaan L e S S st see s e e e e e e s
6. Alamat 5 a0 A3 AT AT TICTICE S e 4 ST S S RSP ASEPAS AT AEALT AT

Dengan inl menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya adalah anggota
Partai Politik ..........c.cccccovviiieiiaiiiiiveivinendan  bukan anggota Partai
Politik manapun dan bersediaftidak bersedia*) membubulikan tanda

tangan/cap jempol pada Surat Pernyataan ini.

............. e eereenn e e 20,0

Yang membuat pernyataan

Keterangan:
*) Pilih salah satu.
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[ WMODEL BT - KPL PAREGL ]

REPITA ACARA
e o NERIFHGAS) |
KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMEUAN, AN OMISILI KANTOR
TPARTA| POLITIK CALON PESEPTA PEMILU TINGKAT FUSAT

NOMIDR T T T T TR PR PR PR R

Pada bard ol .. .. .. ... fa&;ggel ... BUEd s dEDUD UGS
mibsis o on oo oberterapat b comoeomowow o JKRL felah melakulmn  weritilesi
astigar kegiatan sebagal berizal
1 Mendatangi kento: tetap partai palitik fimghkal pusat uotuk membultian
s ] Antata Hants ket mi, gslhataris [shiders] dan Beridatiars
urnur vang-tercanturn dalam keputusan Menters Hulmm dan Hak Asas
Manusia fentang susunan kepenguiusary patal palitile lingkal pusst
dengan KTA yang dimilila ‘oléh MASING-MAasINg PEengurus untuk seétiap
partal folitlls
2  Membuldtlkan kesesuaman antara pardlah 3% [tiga puhah perser)
keterminkilan persmpllar yang lercantum dalam Keputusaly Kemantanan
Hukum dan Hele Asest Manusia tentang susunan kepengurusan partes
poditfls tinglkal pusat dengan jumiah pengarits peien puan yang hadirqtuk
setiap parral pallrle
Merdatangt kantor tefap parfal politit tingkal pusat untuk moearbiktiian
Teesesuaan antara dams:l| kanor tetap dengan surat kerersngaridams:ll
wati camal/jurah/lepala. dess/sebutan Bintya uniuls getiay, partal
pocid It1s

(&

Bardasarkan bas vanfikas il tersendl, KETL memurusiarny:

1 ‘Status fara-nama kebuz winame. gekretanis . janderal dan bendahars
Mmyoen galain Kepliusan Kementerizny Hukum dan Hak Asasl Mamusiz
tentang susunan’ kepengurusarn partal politile tinglat: pusat dengan KTA
yang Jimllikl oleh masing-nvasing pengurus unlik setiap partal politik
sehagaumana terlamprr-

Pemenubian jumlal 30% ftige prlubl mersen| keterwaldlan perercpuan
yang lercanllm datam’ Keplitilsan Kemenleran Hukim 'datl, Rak #Asass
‘Mamisia tentang lepengarusan pactal politi Heglat pusal dengar jumlah
pengurys: perempnan yang hadic uaule seuap partal pollill sebagamana
farlanmpir

N3
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3. Kesesuaian domisili kantor tetap partai politik tingkat pusat dengan surat
keterangan camat/lurah/kepala desa atau sebutan lainnya untuk setiap

partai politik sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan masing-masing
rangkap ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU.,

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. Partai pelitik calon Peserta Pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap;

2. Bawaslu sebanyak 1 (satu) rangkap; dan

3. Arsip KPU sebanyak 1 (satu) rangkap.

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

Lo oowwe smuss ovwon sas swawe srowss i R, (Ketua) e SRS i e T PR 6 s
2 (Anggota)

S T e et e s e e s s (Anggota)
B e s e o e Svere eess e0ees Fas Seae e (Anggota) e SRS e TN PR 6E e
5. (Anggota)

6 T e e e v e e, (Anggota) ... S, B
s owre swass o6 o Fos Swawe SoasE £87 56 TS TewEs S (Anggota) A PR 67 e TS SN 6T s
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LEMBAR VERIFIKASI

-104-

LAMPIRAN MODEL BA. FK.KPU-PARPOL

KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN, DAN DOMISILI KANTOR
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TINGKAT PUSAT

PARTAI

NO.

KEGIATAN VERIFIKAST

NAMA

NO. KARTU
TANDA ANGGOTA

NIK

STATUS KETERANGAN

Ada | Tidak Ada (MS/BMS)

Keberadaan pengurus inti
a. Ketua Uniam

b. Sekretaris Jenderal

c. Bendahara Umum

o

Keterwakilan Perempuan paling
sedikit 30% (Tiga Puluh Persen)

Domisili Kantor yang dibuktikan
dengan Surat Keterangan dari
Camat atau Lurah/Kepala Desa
atau sebutan lain

Jakarta,.............
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MCDEL BA B HP iR PLARPOL J

. BEPITA ACARA
. VEPIFIKAS! HASIL FERBAIRAN, |
FARTA|POLITIR CALDYN PESEPTA PEMILI TINGKAT FUSAT

NOMIDR T T T T TR PR PR PR R

Fada hav ol . . . . .. d&;ggel oo BUEE 0 $EEUD WS

b oo oo bert;zmpat dive oo KEO telah melakoulken wecifilas hasil

parbaiken déngen keglatan sebugal berilsls

1 Mendatangi kemball kanbor tetap partal politik timgks! pusat unbuk
msmiastilan Késespaian atara iama leehil i Qany Al Sekretars

jendera! dandatau bendaharaumum vang tercartum di Halam' Keputusan
Kementeriany, Hukum  dar( Hak Asasl  Manusia fentang  Susunan
‘kepengurusan partas poltic tinglat pusat-:-dengan'ﬁ'fkyang drrrolile ofel
‘mEsingnasing pengurls Wiytuk sstiap partal politik
2 Membulktllan kemball kesesuzan antara jurnilah - S0%: | tigaypulith persen)
letarmakilan per=mpuar yang lercantun dalam Keputusaly Kemantanan
Hulbeunr dan Hale Asast Mamusia tentang susunan lkepengurusan parta
politile finghal pusat dengan jumiah pengaris perem puan yang hadiruntuk
setiap parral pallrle
Merdatangt kembali kantoi lstap wartal politik Hogied pusat unik
‘membikrlan esssumzn anrara domeil] lanior tetap depgan sural
keterangan, demizii dari camat/|urah/kepala. desa/sebutan  ladnnys
ntuis sstap partd] hallk

(&

Bardasariean viriilkas) izl perbatcansrsendl, KB memutisiar:

1 ‘Status namz ketud wmum dan/atay sekretars  femndesl denatau
kerdatyarz wnlndalam Keputlean Kemantsriar Holloy fan Hak Asag
Marusma tentang susunan lkepengurusar: partai politlle tingkat pusat
tengan KTA yans diflll el nasling-iasig perighinus Witk satidp
parta pollhik sebagawrana rerlarpir,

Pemenubian jumlal 30% ftige prlubl mersen| keterwaldlan perercpuan
yerg dercatitimn Al Bepuitiiesn  Kementenan Fukumdan Rak Asas
‘Matnidia tentang kepengarusan partal politfle fngleat pugsl dengan
lestelpangan Uil penigritlls peretnpliang yang s ool gEtlap parts
politilc sebagaitiara terlanmpir

N3
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3. Kesesuaian domisili kantor tetap partai politik tingkat pusat dengan surat

keterangan camat/lurali/kepala desa atau sebutan lainnya yang telah

diperbaiki untuk setiap partai politik sebagaimana terlampir.,

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan masing-masing

rangkap ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU.

Berita Acara ini disampaikan kepada:
1. Partai pelitik calon Peserta Pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap;

2. Bawaslu sebanyak 1 (satu) rangkap; dan

3. Arsip KPU sebanyak 1 (satu) rangkap.

&oE NP

SJ‘I

S e

KOMISI PEMILIHAN UMUM

................................................

JABATAN
(Ketua)

Anggota)
(Anggota)
(Anggota)

TANDA TANGAN

.................................
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LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK HP,KPU-PARPOL

LEMBAR VERIFIKASI HASIL PERBAIKAN
KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN, DAN DOMISILI KANTOR
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TINGEAT PUSAT

NO. | KEGIATAN VERIFIKASI NAMA NO, KARTY NIK SPATUS KETERANGAN

TANDA ANGGOTA Ada | Tidak Ada (MS/TMS)

1. | Keberadaan pengurus inti

a. Ketua Umum

b. Sekretaris Jenderal

c. Bendahara Umum

2. | Keterwakilan Perempuan paling
sedikit 30% (Tiga Puluh Persen)
3. | Domisili Kantor yang dibuktikan
dengan Surat Keterangan dari
Camat atau Lurah/Kepala Desa
atau sebutan lain

VERIFIKATOR LAPANGAN,
NO NAMA
L s
2 .

& s
4.
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LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.HP.KPU-PARPOL

REKAPITULASI VERIFIKAS] HASIL PERBAIKAN
KEPENGURUSAN,; KETERWAKILAN PEREMPUAN, DAN DOMISILI KANTOR
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TINGKAT PUSAT

PARTAL i s oms o5 it et vinmdis v6s gomiis smosmerss simase v
KETERANGAN
NO. KEGIATAN VERIFIKASI
MS TMS
1. | Keberadaan Pengurus Inti:
a. Ketua Umum
b. Sekretaris Jenderal
¢. Bendahara Umum
Keterwakilan Perempuan 30% (Tiga Puluh Persen).
Domisili Kantor Tetap.
Jakarta,.........
KOMISI PEMILIHAN TIMUM
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1. (EEUUEY e e e vt mes e s o o e i
2. (Anggota)
3. (AmEgeta) 0 i s eeus seens e s e sas
4. (Anggota) e e e s s e e
3. (Anggota)
6. (AmEgota) s s e seis e s e s
7. (Anggota) e e e e e e e e
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l[ T —

BERITA ACARA RERAPITULAS] NASTONAL
HASIL PENELITIAN ADMINISTRAST DAN VER{FIKAS]
REPENGURUSAN, KETERWAKILAN FEREMFUAN, BDOMISIL! KANTOR DAN
KEANGGOTAAN FPARTA! FOLITIE CALON FESERTA FEMILLY

NOMOP I

Fada hary in tanggal bidlam tabun dus

dbllvll wonon -.ﬁaf'tm _diiil gaanagaas .KPU Eelatl mexakum T’“~kﬁpﬂ‘ﬁﬂaﬂi

mAsional hesil penelitan administrast dan veriflkas| pereyararan’ partas polltk

ealeri peserta Pemilty dengan kegiatan sebagal berikid

L Meticermatt Rasll peneitian’ admostess an verlilas kepenglrisan
partai pulifik, permerdifian paling sedikit 3% (tiga pulih parser’
deeteryakilan persmpilatl daty Momigili Jaalor fetap pada epetgliensan
partal politile tingleat pusat untulesehap Farta Palitile

2 Mariosrmali hasilysriffisi kepengutisan, pemetitien palng Sedikil 30%
Viger pulah persent| keterwakilan permmpuan odan demizili kantor tetap
‘pads leperigliensan partal polilile 4, 380ril provingl ik Sekiag partal
palitile

8 Mencermati hasil varifiasi kepengurusan, pemenuhan palinyg sedilil 30%
Itiga puluh persen) keterwaicllan perernpuarr. Homisili lantor tetap dan
leanggataaly partal polillk pada Yspengunisan pdartal palitilc Mgkl
“Yeabuypaten/ota df setigp prowins: dan kepengurusan partan  polthik
Hnghkat lecamstan i setiap kabupaten/keta Al sslupuly provinst Witk
setiap partarpolitile

4 Melakukan rekapitilasi nasienal hagl] penslitian sdministrast tao
wenfilas: kepepgurusan, pemenuban paling sediln 30% |uga puluf
persen)| keterwakilen persmipulan, domizil] kantor tetap dar keanggotaan
partal polilik pada kepengurusan parval polittle el ssluruly provims unruk
=etiap partal pelitile Sebagaimans terlampiy
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Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan masing-masing
rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU.
Berita Acara ini disampaikan kepada:
1. Partai politik calon Peserta Peniilu tingkat pusat sebanyak 1 (satu)
rangkap;
Bawaslu sebanyak 1 (satu) rangkap; dan

Arsip KPU sebanyak 1 (satu) rangkap.

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

Lo o soreas mumas greras s swvg mewss qgaris a5 sipwag T [BalEA)] 0 s e s e cees ey
Dt e e e e e e e e s (Anggota) e e e e s
E: PR xt e e N s N (Anggota) ... FRPIp— i v
M s e g s s e g A Sewas Tan (Amemata) s oo s v sees ey
L5 PR (Anggota) P
(R x¥ s e areene s R (Anggota) ... R — e v
T ieas meics gios 5 seas Faeis g A5 Seas Tae (Anggota) .o e seees s g
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BA.REKAP.NAS.KPU-PARPOL

[ LAMPIRAN 2 MODEL ]

REKAPITULASI NASIONAL HASIL PENELITIAN DAN VERIFIKASI KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU

PARTAI
NO. PROVINSI JUMLAH 5% PR STATUS
KAB/KOTA KAB/KOTA ML ANGGOTA
KAB/KOTA JML PENDUDUK [—er T
1 2 3 4 5 6 i 8 9 1O
JBEBER, seiveisarnsionsomsaraoininn
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
i BT TP AT RETIE.  SGseisuiipisaiisii
B cvicesciiaanesiarasseie ANGGETA  sovamnennaeomiismnoanes
3 ANGGOTA
2 RO ANGGOTA e
B imicnimieimimidniiions ANBGOTA = dscasnindgunnieiing
6 SR e i G AR KA ANGGOTE st sime s on
Keterangan:

Kolom § ditulis jumlah dan nama Kabupaten /Kota yang diajukan oleh Partai Politik
Kolom 6 ditulis jumlah Penduduk di Kabupafen /Kota yang bersangkutan

Kolom 7 ditulis jumlah jumlah anggota vang diajukan Partai Politik di Kabu paten /Kota yang bersangkutan

Kolom 8 ditulis jumlah anggota yang dinyatakan memenuhi syarat verifikasi
Kolom 9@ ditulis jumlah anggota yang dinyatakan tidak memenuhi syarat verifikasi

Kolom 10 ditulis:

a. MS apabila jumlah anggota yang diverifikasi memenuhi persyaratan 1000 anggota atau 1/ 1000 angggota di Kabupaten /Kata yang

bersangkutan

b. TMS apabila jumlah anggota yang diverifikasi tidak memenuhi persyaratan 1000 anggota atau 171000 angggota di Kabupaten /Kota yang

bersangkutan
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[ MODEL SA T KT AT KDTA FAREDL ]

REPITA ACARA
HASIL VERIFTKAS] KEFENGURUSAN, CETERWARILAN PEREMPLIAN,
DOMISILL KANTOR, DAN KEANSGOTASN PARTAI ROLITIK TALON PESERTA
PE MILY TINGKAT KABUPATEN JKOTA

NOMQR Lt L O I

Pads bt ol & 5 5 5 o tarpgg'al s BUlET oo ow e tERus dus
b oo oo bertempat Gz oo .?Q;‘UfK*IP K"a.bup'a‘t&:vx'l(’[{x‘)l'aﬂ‘::: mow o
telat melakmlean rerifikasi dermgan fkeg%ia't'an sebagai hertkuti
1 Mendatangs lkantor tetap partan politik hngkat lkabupaten/kota untule
membultilan kesesuaian antaranama ketua sekretars dan bendahara
yang fercantum dalam keputusan punpmnen  partar politile tentang .
susunarn lepengurusan parta polliile nngkar kabupareny kota dergan
KT vang dumllls oleh masmg-mang  pengurus unidle senap partal
il Itz

2  Msmbuktikan Resesilsian antars Jumilal 30% (uge pullh persed)
KetErmaRiAn peresipUAn YANg. trCANUM HAIAM KeRUMISSH pimpindn
partal polifile lenlafig SUSdAR  SpERUfaEan pattal politl Lingkal
Jattipaten/kola dengan [imlah pengliens patempuan yang badin Dotk
setiay partal paitil

3  Mendatangt Kanlop tetap Paral PUlil Tingkal Kablupaten/Kota Liyfilk

maEmbilktikan kesesligiany antara Clemisill kantor pstepr dangan surat
keteraggan, demizil  dari camat/|uraly'kepals. desa/sebutan leinnys
‘antulk veliap partal palitik.

4 & Mendatargi almmat angeobs: partal politle dafam  dafter  feme
kearrggotaan. unbiilk membiikiican kebenaran bahiwa anggula Partdi
Pelitik yang hersangloutan merjadi anggata Fartar Politil tersebut wan
nieneoLo kkan dermgan KA dan KTF elektronil/surat lesteramgan EITR
hmilbier wortuke-setizp partai polifik

‘b Mengumpulkan anggota partan politik vang tidak dapat ditemur sesuas
alamat tempat: tinggal untulk membulatittan kebenaran bahwa anggota
Fartzal  Folitllk vang hersangluran mem_;adl 2NgEDLA Farta talitm
tersebuit dan mrencocoldean dengan KTA dan KTE elskraniisurs:
kererangan vang dimillk) unuk seliap partar pollik

Berdasarkan pag, vetflias: tessebilt, KPUJRIP Rabupatety/Kota., , o o

memUtlglean

1 Jtafus tema ketua, sskrstaris dan) berdabarg  dalam {Geplivsan
Hmpipan partal pollills tenlang shgunsn MEpengursan pa:tal politik
tingka kabupaten/kota dan, kesesusia dengay KTA yang chmilikt oleb
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masing-masing pengurus untuk setiap partai politik sebagaimana
terlampir.

2.  Pemenuhan jumlah 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan
yang tercantum dalam keputusan pimpinan partai politik tentang susunan
kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota dengan jumlah
pengurus perempuan yang hadir untuk setiap partai politik sebagaimana
terlampir.

3. Kesesuaian domisili kantor tetap partai politik tingkat kabupaten/kota
dengan surat keterangan camat/lurah/kepala desa atau sebutan lainnya
untuk setiap partai politik sebagaimana terlampir.

4.  Kebenaran anggota Partai Politik dalam daftar nama keanggotaan dan
kesesnaian dengan KTA dan KTP elektronik/surat keterangan bahwa
nama anggota yang bersangkutan menjadi anggota partai politik untuk
setiap partai politik sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (ima) rangkap dan masing-masing

lengkap ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Berita acara ini disampaikan kepada :

1. Partai politik calon Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota sehanyak 1
(satu) rangkap;

2. [KPU sebanyak 1 (satu) rangkap;
3. KPU Provinsi/KIP Aceh sebanyak 1 (sati) rangkap;
4. Bawaslu Kabupaten /Kota sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
5. Arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap:.
KPU/KIP KABUPATEN/KOTA%. .ccoviiinans dcearas
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
L . covise xt ek e ameene s N Ketna) ... FRPIIp— s v
s (Anggota)
< - e e s v e e e, (Anggota) ... v e e B
B s s v o ameewe s N b e s doans (Anggota) ... A b e v as b
5. (Anggota)
Keterangarty:

*) Pilih salah satu
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LAMPIRAN MODEL BA.FK.KPU.PROV-PARPOL

LEMBAR VERIFIKASI

KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN, DAN DOMISILI KANTOR
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TINGKAT PROVINSI

PROVINSI

! ) ) NO. KARTU TANDA STATUS KETERANGAN
NO. | KEGIATAN VERIFIKASI NAMA - NIK <
ANGGOTA Ada | Tidak Ada (MS/BMS)
1 2 3 4 5 6 7 8
1. | Keberadaan  pengurus

intd

a. Ketua

b. Sckretaris

c. Bendahara

2. | Keterwakilan 30% (Tiga
Puluh Persen)
Perempuan

3. |Domisili Kantor yang
dibuktikan dengan
Surat Keterangan dari

Camat atau

Lurah/Kepala Desa atau

sebutan lain

554 AT 86 590 SR SCRT 805 8

VERIFIKATOR LAPANGAN,
NO NAMA TANDA TANGAN
1 < s % « 450 5
2.
3.
4.
Keterangarn:

1. Pada kolom 3 ditulis nama Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.

2. Pada kolom 4 ditulis nomor KTA.

3. Pada Kolom 5 ditulis nomor NIK.

4. Pada Kolom 8 ditulis MS/BMS dan apabila BMS harus disertai alasan.
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[ MODELBAFK KFI ERDWPAREOL ]

REPITA ACARA
VERIFIZAS|
KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN, DAN DOMISILI' KANTOR
PAPTA] PQLI'IIKLA_.ON FF‘,SEPTA ‘FF'MILCI T]]\TC‘IQL‘T FROVINE
PROVINGL..

NOMO}? '

Pada hEr Jol . . . .. langsEl oo BUIEE oo tEBUA CUE
b i u ..be*tempai sl o oo .KPU Frovimsi . o /KIF moeh telah
melakicarn warifilan; dangan keglatan ssbagai barlleul
1 ‘Mendatangs ‘kamtor ‘tetap parta politile tingkat prowimsi untuk
membikticsn kespsiaian antaca mama kebua, sshrskarfs dan bendabara
yang wereantumdl dalam kepurusan pumpynan parta pelitl nnglar pusar
Fentang sMsunan lkepengirisan pacta) politile Hogksd proving] dengsn
KT vang dimills oleh rmEng-asng . pengurus wildle senap parta
2  Membukikan kesesuman arrara Jumlab #0% (hgs puluh psreen)
keterwaldlan perempuan yang. temantuorr Jdelam leputusan plopiban
partas palitls tngkal pusal wntang SLglnat kepengrnlsan parta palitk
firgleat poovitsi demgan jumlah penguris peremplar yemg hadit aftuk
setimp partal polltl
Merdatangt kantor fetap parfad  politlle hinglat provibsl  wefuk
mambitdtilcan keseshamn antara domisill Kenlor bstapl dengan atral
leterungan domisil dzi camat/lural/kepals desalsebutan  lainmya
Ut sstiap partal polbi.

W

Rerdagarkan hasil yerillleas taslebul, KPL Brovitgi, | /P Acsh mietn (Lfusl=a

1 Status nama ketum. sekretams dan bendatiaradalam keputusan partas
wollilz Hingleal plusal lantang sUsunan kepengurasan parial poliiils {ingiet
promns] rdan kesesusian d‘engan ETH& Vatg-dimxlfig olelhi masmg-masing
regurits untuk seliap parfal politiiesshiagaim ms terlampir

2 Pemenufan junilaly 30% (lga pulllh  pessen) Kﬁ“eﬂ“*a@@—‘ pEtamplLan
‘yang fersantinn dalan leputiusen. partal polittk fingkat pusat tentang
susunan’ kepengurusan paral politlle lnglat promos detigan Jumlah
pemgurns: perempuan yang badit mibuk setiap partai politiic sebagaimmana
Isrampir
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3. Kesesuaian domisili kantor tetap partai politik tingkat provinsi dengan
surat keterangan camat/lurali/kepala desa atau sebutan lainaya untuk

setiap partai politk sebagaimana terlanipir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan masing-

masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. Partai politik calen Peserta Pemilu tingkat Provinsi sebanyak 1 (satu)
rangkap;

2. KPU sebanyak 1 (satu) rangkap;

3. Bawaslu sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
Arsip KPU Provinsi sebanyak 1 (satu) rangkap,

KPU Provinsi.......... JKIP Aceh®)
NO JABATAN TANDA TANGAN
Lo iieus sumin gioris mic s siawins gaars oy sipwag Tie (Retma] 0 s cowe peasews wes saa g
e v e e v nennes e e e ey (Anggota) e ean e s v e
K N xt e swe arenve e R (Anggota) ... PP s s
Al s s g M s Teews g g e T (Anggeta) e s s s g
5 v e e e e (Anggota) e e S
Keterangan:

*) Pllih salah satu
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LAMPIRAN 2 MODEL.BA.FK.HP.KFPU PROV-PARPOL

REKAPITULASI VERIFIKAS] HASIL PERBAIKAN
KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN, DAN DOMISILI KANTOR
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TINGKAT PROVINSI
PROVINSL.....covivvivnivnens

PARTAL oo i et cvmeen
_ _ _ KETERANGAN
NO. KEGIATAN VERIFIKASI
MS/TMS
1 2 3
1. | Keberadaan Pengurus Inti:
a. Ketaa
b. Sekretaris
c. Bendahara
2. | Keterwakilan 30% (Tiga Pulul Persen) Perempuan
3. | Domisili Kanter Tetap
KPU Provinsi.. ..... /KIP Aceh?)
NO JABATAN TANDA TANGAN
1 TR s ST SRR SN RN SN e (Ketua) R i P AP S 3 o8 FG TS
2 (Anggota)
S — . D (ATIgEOTA) et e e e
4 S SR SIS SN SRS TS SRS s (Anggota) 5 57 6 £ TP NS P9 TET TS
S (Anggota)

Keterangan
1. *) Pilih salah satu.
2. Pada kolom 3 untuk status pengurus inti, apabila TMS haruis disertai

alasannya.

¢

Pada kolom 3 keterangan untuk keterwakilan 30% perempuan ditulis
prosentasenya.
4. Pada kolom 3 untuk domisili kantor tetap, apabila TMS harus disertai

alasannya.
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LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.HP.KPU.PROV-PARPOL ]

LEMBAR VERIFIKASI HASIL PERBAIKAN
KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN, DAN DOMISILI KANTOR
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TINGKAT PROVINSI

PROVINSI

) ) ) NO. KARTU TANDA STATUS KETERANGAN
NO. | KEGIATAN VERIFIKASI NAMA - NIK ;
ANGGOTA Ada | Tidak Ada (MS/TMS)
1 2 3 4 5 6 7 8
1. | Keberadaan  pengurus

intd

a. Ketua

b. Sckretaris

c. Bendahara

2. | Keterwakilan 30% (Tiga
Puluh Persen)
Perempuan

3. |Domisili Kantor yang
dibuktikan dengan
Surat Keterangan dari

Camat atau

Lurah/Kepala Desa atau

sebutan lain

554 AT 86 590 SR SCRT 805 8

VERIFIKATOR LAPANGAN,
NO NAMA TANDA TANGAN
1 < s % « 450 5
2.
3.
4.
Keterangarn:

1. Pada kolom 3 ditulis nama Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.

2. Pada kolom 4 ditulis nomor KTA.

3. Pada Kolom 5 ditulis nomor NIK.

4. Pada Kolom 8 ditulis MS/BMS dan apabila BM harus disertai alasan.
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|[ T ———

REPITA ACARA
VERIFIKASH HASIL FERRAIRAN
KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN, DAN DOMISILI KANTOR
PAPTA] PQLI'IIKLA_.ON FESERTA ‘FF'MILCI T]]\TC‘IQL‘T FROVINE
PROVINGI,..

NOMO}? '

Pada harj jal . .o ctangsal o BUlER L e e e feBUA Sl
b i u ..be*tempai uan wowowowowon ..KF"'J Frowtrst, o KIF  Acehr ‘telah
melalicar warifilas: hasil perbailan dEngan kegiatan sebagai barllul
1 ‘Mendatang: kerdball kantor tetap partai politite tngleat prowvinsr untulke
membuktikan kesesuaian dnfare came. ketus dey/atat  selietariz
danyatan hendahara vang rereanrum o dalam leputisan prapinan
partai politik finglal purat fentdng sustinan kepengurtsan partal politik
ungkat provias dengan KTa gangdmullls olsh masing-trasing pergurus
anfuls veliap partal pulitik
2 Membikrkan kembal| leesesuzarn antara Jumilah -:z(j%:'\_qg_a puluby perser)
keterwaldlan perempuan yang. temantuorr Jdelam leputusan plopiban
partas palttlk hinglkal pugal lstitang SUSUREn’ Repengumisan parta polltik
firgleat poovitsi demgan jumlah penguris peremplar yemg hadit aftuk
setimp partal polltl
‘Meridatangt kembali leantor tetan partal polifile trgkat provinsi afifilk
msbulstilcan  keseshaian antace domisill Kenlor betap. dengat] aleaf
letermngan domisii dzai camat/luraly/kepale desaisebutan |afrova
Untuds satiap partal palitl

W

Bardagarkan jarilikasi hasl pecbalsry terishul, KRY Provitdi . . KIF dteh

memutushea

I Stafus pamg keluz dan/4tal ssioelaris dafy/alall fEndabiara dalam
feeputusan pimpinan partar  polttik fimgkat pusat feritang susunan
kepengupusdry partal politik fingl=t provingd Hengar) ETA yang sl
olel mamng-masng perguris Unllile setap partal politlk sebagamans
feetanplr,

2 Pemenufan jumial 30% (g fulln pemsen) ketenwakllar, petsmpian
yamg tervantum dalam keputusan pimpinan parta politik fingkal pusat
Léntang Lepengatisan partal polilile tinglsal ployitial dengarl, kékuﬁangan
Jumlgh pengurus peremmuan yang hadii untuk seliap partai politik
sabagalmans teriampir, ”
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3. Kesesuaian domisili kantor tetap partai politik tingkat provinsi dengan
surat keterangan camat/lurah/kepala desa atan sebutan lainnya yang telah
diperbaiki untuk setiap partai politik sebagaimana terlampir.,

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan masing-

masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi.

Berita Acara ini disampaikan kepada:

1. Partai politik calen Peserta Pemilu tingkat provinsi sebanyak 1 f(satu)
rangkap;

2. KPU sebanyak 1 (satu) rangkap;

3. Bawaslu Provinsi sebanyak 1 (satu) rangkap; dan

Arsip KPU Provinsi sebanyak 1 (satu) rangkap.

KPU Provinsi...... /KIP Aceh*)
NO JABATAN TANDA TANGAN
Lo iieus sumin gioris mic s siawins gaars oy sipwag Tie (Retma] 0 s cowe peasews wes saa g
e v e e v nennes e e e ey (Anggota) e ean e s v e
K N xt e swe arenve e R (Anggota) ... PP s s
Al s s g M s Teews g g e T (Anggeta) e s s s g
5 v e e e e (Anggota) e e S
Keterangan:

*) Pllih salah satu
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[ tampiman 1mooe earexapxeuprovearrol |

REKAPITULAS| HASIL PENELITIAN ADMINISTRAS| DAN VERIFIKASI KEPENGURUSAN, KETERWAKILAN PEREMPUAN, DOMISILI KANTOR DAN KEANGGOTAAN PARTA! POLITIK CALON PESERTA PEMILU

DI SETIAP KABUPATEN/KOTA
PROVINSL.ourvemmns
PARTA ..
A KECAMATAN
JumLAH 75% KEPENGURUSAN PERSENTASE o JUMLAH 0% KEPENGURUSAN persenrase | oo
/K¢ KAB/KOTA AN KECAMATAN | KECAMATAN AN
JWML DIAJUKAN Ms ™S PEREMPUAN MSs ™S JML DIAIUKAN ™S T™MS PEREMPUAN
1 B 3 3 B B 7 s s 16 T ) 5 1% T
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1 KETUA
2 ANGGOTA
3 ANGGOTA
a ANGGOTA
5 ANGGOTA
Keterangan:
1, Kolom 3 ditulis fumlah dan nama dlslukan oleh partaf pol yang
u kolom 11 ditulis jumlah dan rama ¥ e al politikdi
3, Kolom 15 ditulls:
. MS apabila kepengurusan dan damisili kantor tetip paling sedikit 75% Kabupaten/Kota hasil verifikasi dinyatakan i syarat serta kepengy 50% kecamiatan pada masing. masing
paten/ ikasi yara
b, TMS apabila Kantos " 5% dinatakan ligak syarat
¢ TMSapabila isili kantor fetap it 75% dinyatakan memenulii syasat serta 505 kecamatan pada masing esing
pal yang hasit ‘miemenuhi syarat
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[ LAMPIRAN 2 MODEL BA.REKAP.KPU.PROV-PARPOL ]

REKAPITULASI HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKAS| KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU DI SETIAP

KABUPATEN/KOTA
PROVINSL....covuirurnrininnnsienennens
PARTAI ....... R S S .
75% KEANGGOTAAN
JUMLAH KAB/KOTA KAB/KOTA — STATUS
KABUPATEN/KOTA JML PENDUDUK DIAJUKAN ™S ™1
1 2 3 4 5 6 7 3
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1 KETUA
2 s s s e ANGGOTA
T A AT ANGGATA: @ iewdamsssasenein
4 ANGGOTA i,
5 ANGGOTA

Keterangan:
Kolom 3 ditulis jumlah dan nama Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Partai Politik
Kolom 4 ditulis jumlah Penduduk di Kabup. /Kota yang bersangk
Kolom 5 ditulis jumlah jumlah anggota yang diajukan Partai Politik di Kabt /Kota yang b gk
Kolom 6 ditulis jumlah anggota yang dinyatakan memenuhi syarat verifikasi
Kolom 7 ditulis jumlah anggota yang dinyatakan tidak memenuhi syarat verifikasi
Kolom 8 ditulis:
a. MS apabila jumlah anggota yang diverifikasi faktual memenuhi persyaratan 1000 anggota atau 1/1000 angggota di Kabup: /Kota yang ber k

b. TMS apabila jumlah anggota yang diverifikasi faktual tidak memenuhi persyaratan 1000 anggota atau 1/1000 angggota di Kabupaten/Kota yang
bersangkutan
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REPITA ACARS
REKAFITULAST HASIL PENELITIAN ADM|NISTRAS] DAN VERIFICAST
KEFENGURUSAN, BETERWAKILAN FEREMPIJAN; DOMIBIL] KANTOR; DAN,
REANGIOTAAN PARTA] POLITIK SCALON FESERTA PEMILLY:

.E?OVIPJ'SI VW w o e o oamn

NOMOR o wwwmoww

Fader hary 1 wouwowou tanggal uoa aouoa bdlan oo ww o aa taban dua

ribl., . . . JbErfEmpdE d Low o owow . HJKPU PrOvinsl/KIF Acsh ¥ (2lah

meelataabean réleapttulas hasd peretitian atmimstras) dan vertfileas: jpersyaratan
partal pelitils calor( peserta Pamilll dengar) Jesgiatar sebagal parilmil:

1 Mencermatr hesi| veridfileas: kepengurusarn partar politile. memperhatilean
0%, (Hgr pulih persen) kesterwakllan persmpugn dan derwigll kartar
tetap: padé.— kepengurusan parten politile frmghat prowires untuk setiap:
Partai Politik

2 ‘Mencermat; hasil verlilkas) 'kepengurusan, mempsrbaukan 30% (Lga

pulth  persen) ketsrwakllan peyempuam, domisili kanter betay Jdan

leemnggotaan parral polibk pada kepengurusan parral palldle unglar

kaiuspater/ota. 440, epetisunvan partsl poliflk lingkal lesorarian di

sEriap kAl lpatany kola ufitllic setiap partal polltle

‘Melakmlkan. rekapitilési nasienal basil penslitian  sdmiriistrasi. dan

varifilmss falksl kepengurusan, memperhatlian’ 2000 (Ligg pillllh persen)

keterwalilan perempuars dontisili kattor tehep dan Kearmggolean partdi
palltile pads lepetgurusan pactal, palltlle tingiat katilpatss) kold URTIK
setiap, parfal pelitisebagaimans teflamir

o

Demildan Berita JAeaks 16l dibusl dalam 4 (etnpal) ranghkap dabl maging-masing
ranglen:ditaudatangan oleh Ketuedan Anggote KFU Provims:/KIF Aceh ™|
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Berita Acara ini disampaikan kepada:
1. Partai politik ealon Peserta Pemilu tingkat provinsi sebanyak 1 (safu)

rangkap;

KPU sebanyak 1 (satu) rangkap;

Bawaslu Provinsi sebanyak 1 (satu) rangkap; dan

Arsip KPU Frovinsi/KIP aceh *) sebanyak 1 (satu) rangkap.

KPU Provinsi/KIP Aceh *)

NO JABATAN TANDA TANGAN
| S Xt b b e e x b e e s (Ketoa) ... ax ey e v axs saen
(Anggota)
< T et e s v e e, (Anggota) ... . B
B s s o o e s a8 b 0 e s (Anggota) ... P ans szen
5. (Anggota)
Keterangart:

*) Pilih salah satu.
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MODEL BA, TAP.KPU-
PARPOL

BERITA ACARA
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2019

NOMOR: cureisorisvesnevisnesivsasais

Pada hari ini .............. tanggal .......... ... bulan ....... evenveer Taliun dua ribu
R bertempat di ........ A e e v «s KPU telalh melakukan rapat
pleno penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 berdasarkan hasil
penelitian administrasi dan peneliian administrasi hasil perbaikan, hasil
verifikasi dan verifikasi hasil perbaikan pada kepengunrusan Partai Politik Peserta
tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, dengan hasil sebagaimana
terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-masing

rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU,

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. Partai Politik Calon Peserta Pemilu sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. Bawaslu sebanyak 1 (satu) rangkap;dan

3. Arsip KPU sebanyak 1 (satu) rangkap.

KOMISI PEMILIHAN UMUM

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

| SO antener s e At e e y (Ketaa) ... antarncs v s @ anternc v
2 (Anggota)

3. DU — R ; (Anggota) ... B DU
A e v s Fewps s s SR 7S (Anggota) < S PR PN T e SR e
5. (Anggota)

(R e e sane vx ey s (Anggota) ... D, U
Ts  srowe svsmnssmnes sonrs rawemeas sses sers ri (Anggota)
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LAMPIRAN MODEL BA. TAP.KPU-PARPQL

DAFTAR PARTAI POLITIK YANG DINYATAKAN MEMENUHI PERSYARATAN
MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019

NO NAMA PARTAI POLITIK

DAFTAR PARTAI POLITIK YANG DINYATAKAN TIDAK MEMENUHI
PERSYARATAN MENJADI PESERTA PEMILU TAHUN 2019

NO NAMA PARTAI POLITIK
Bl 7 i s S S 4 s TRy RSN Seas TN
10| o i s st s e s e ciinzere e s Momd
d.| dst...
KOMISI PEMILIHAN UMUM
NO JABATAN TANDA TANGAN
| S ——— PR ——— PO (BRG] s e s s s sen s
2. (Anggota)
e RSN (Anggota) vt e s e s et e
B nmcaenss s O PRI ANZEOLA] e o e s v soe s
5. (Anggota)
LG S — JER————— D (Amggota) e O
T s soma v ascari e vorea v IR ATggota) e e e s v e e
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LAMPIRAN II

PERATURAN KOMISI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018

PEMILIHAN UMUM

TENTANG

PENDAFTARAN;, VERIFIKASI, DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT  DAN DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

CONTOH PENGHITUNGAN SAMPEL VERIFIKASI

A. Contoh Penghitungan Sampel untuk Data Anggota yang Diserahkan
Lebih dari 100 anggota.
1. Sampel Awal

Kab X memiliki jumlah penduduik 3.750.000.

‘Syarat minimal keanggotaan adalah = 1.000 anggota.

Jumlah kecamatan 20 kecamatan.
Partai Politik menyerahkan data sebanyak 1.400 anggota.

NO NAMA NO. KTA NI ALAMAT KEC DESA/KEL
1 ADI 821000123 | 1234567890 | JLJOGLO JATISARI MAKMUR
2 NINA 321000124 | 1234567891 | JL,GASING | BOGORAYA| MEKAR
3 SANTI 321000125 1254555245 | JL.BUNTU ANDALAS SUPER
1000 | ZARKO | 321001123 | 1254543678 | JL.TERBANG | SEMPER JERUK

Karena data anggota yvang diserahkan lebih dari 100 anggota, maka
sampel yang diambil sebesar 5%.
Proses sampling:
a. Penentuan sampel:
Data anggota yang diserahkan = 1.400 angota
Sampel = 5% x 1.400 anggota
=70 anggota
b. Jumlah kecamatan dalam Kab X = 20 kecamatan
Persebaran minimal = 50% x 20 kecamatan

= 10 kecamatan
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-

¢. Jadi verifikasi keanggotaan dilakukan kepada sebanyak 70 anggota
partai politik yang tersebar di 10 kecamatan.

- Dari hasil verifikasi, 40 anggota dinyatakan M$ dan 30 anggota
dinyatakan TMS.

- Status pemenuhan syarat keanggotaan: Belum Memenuhi Syarat (MS).
Diperoleh dari perhitungarn:
MS =40 x angka proyeksi =40 x 20 = 800
TMS = 30 x angka proyeksi = 30 x 20 = 600

- Partai Politik dinyatakan Belum memenuhi syarat keanggotaan karena
jumlah anggota MS kurang dari syarat minimal keanggotaan. Maka
Partai Politik wajib melakukan perbaikan anggota minimal 200 anggota

(selisih antara syarat minimal keanggotaan dan jumlah anggota MS)

2. Sampel Perbaikan
- Partai Politik menyerahkan perbaikan sebainyak 600 anggota.
- Proses sampling:
Penentuan sampel perbaikan:
Data anggota yang diserahkan = 600 angota
Sampel = 3% x 600 anggota
= 30 anggota
Jumlah kecamatan dalam Kab X = 20 kecamatan
Persebaran minimal =350% x 20 kecamatan
= 10 kecamatarn
Jadi verifikasi hasil perbaikan keanggotaan dilakukan kepada sebanyak
30 anggota partai politik yang tersebar di 10 kecamatan:

- Dari hasil verifikasi, 11 anggota dinyatakan MS dan 19 anggota
dinyatakan TMS.

- Kesimpulan terhadap status pemenuhan syarat keanggotaan: Memenuhi
Syarat (MS) keanggotaan karena jumlah anggota MS lebih dari syarat
minimal keanggotaan. Diperoleh dari perhitungan:

MS hasil verifikasi perbaikan = 11 x angka proyeksi = 11 x 20 = 220.
Jumlah M8 awal + Jumlah M8 hasil verifikasi perbaikan = 800 + 220 =
1.020 (Memenuhi Syarat).

www.peraturan.go.id



-129-

-3-

2018, No.138

B. Contoh Penghitungan Sampel untnk Data Anggota yang Diserahkan

Kurang dari 100 anggota

1. Sampel Awal
Kab X memiliki jumlah pendoduk 20.000.

Syarat minimal keanggotaan adalah 1/1000 = 20 anggota.

Jumlah kecamatan 8 kecamatan.

Partai Politik menyeralikan data sebanyak 23 anggota

NO[ NAMA | NO. KTA NIK ALAMAT KEC DESA/KEL
I | AHMAD| 321001124 | 13136545315 JL.JALAN | MALABAR | PAHALA

DEWI | 321001125 6465465444 | JL.SANTAL | BROMO SEGARA |
3 | JEKI |321001126| 4131313135 JL.KAKI | ANGGREK| LAHIRAN
25| WK | 321001328 | 3034646544 | JL.SENDIRI| SEPANG | KALAMAYA

Karena data anggota yang diserahkan kurang dari 100 anggota, maka

sampel yang diambil sebesar 10%.

Proses sampling :

.

Penentuan sampel:

Data anggota yang diserahkan = 25 anggota

= 10% x 25 anggota

= 2,5 anggota (dilakukan pembulatan keatas)

Sampel

= 3 anggota
Jumlah kecamatan dalam Kab X = 8 kecamatan
=30% x 8 kecamatan
= 4 kecamatan

Persebaran minimal

Berdasarkan ketentuan persebaran Pasal 33, apabila jumlah sampel
kurang dari jumlah 50% juinlah kecamatan, persebaran pengambilan
sampel keanggotaan partai politik disesuaikan dengan jumlah
sampel.

Jadi verifikasi keanggotaan dilakukan kepada sebanyak 3 anggota
partai politik yang tersebar di 3 kecamatan.

Dari hasil verifikasi, 1 anggota dinyatakan MS dan 2 anggota dinyatakan
TMS.

‘Status pemenuhan syarat keanggotaan: Belum Memenuhi Syarat (MS).

Diperoleh dari perhitungan:

MS

= 1 x angka proveksi =1 x 10 = 10

TMS = 2 x angka proyeksi = 2 x 10 = 20
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- Partai Politik dinyatakan Belum memenuhi syarat keanggotaan karena
jumlah anggota MS kurang dari syarat minimal keanggotaan. Maka
Partai Politik wajib melakukan perbaikan anggota minimal 15 anggota

(selisih antara syarat minimal keanggotaan dan jumlah anggota MS)

2, Penghitungan Sampel Hasil Perbaikan
- Partai Politik menyeralikan perbaikan sebanyak 20 anggota.
- Proses sampling:
a. Penentuan sampel perbaikan:
Data anggota yang diserahkan = 20 angota
Sampel = 10% x 20 anggota
= 2 anggota
b. Jumlah kecamatan dalam Kab X = 20 kecamatan
Persebaran minimal = 50% x 20 kecamatan
= 10 kecamatan
c. Karena jumlah sampel kurang dari jumlah 30% jumlah kecamatan,
verifikasi hasil perbaikan keanggotaan dilakukan kepada sebanyak 2
anggota partai politik yang tersebar di 2 kecamatan.

-~ Dari hasil verifikasi, 2 anggota dinyatakan MS.

-  Kesimpulan terhadap status pemenuhan syarat keanggotaan: Memenuhi
Syarat (MS) keanggotaan karena jumlah anggota MS lebih dari syarat
minimal keanggotaan. Diperoleh dari perhitungamn:

MS hasil verifikasi perbaikan = 11 x angka proyeksi = 2 x 10 = 20.
Jumlah M$ awal + Jumlah MS hasil verifikasi perbaikan = 10 + 20 = 30

(Memenuhi Syarat).
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PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

CONTOH VERIFIKASI UNTUK PARTAI POLITIK YANG TELAH DILAKUKAN
VERIFIKASI TETAPI BELUM DILAKUKAN VERIFIKASI HASIL PERBAIKAN

. Kenversi pemenuhan syarat minimal keanggotaan partai pelitik digunakan

apabila hasil verifikasi awal keanggotaan partai politik dinyatakan tidak

memenuhi syarat (TMS).

. Pelaksanaan konversi dilakukan pada saat verifikasi hasil perbaikan.

. Tabel Perbandingan Pengambilan Sampel Verifikasi Keanggotaan Partai Politik

dengan konversi :

Pengambilan
Kegiat: i t
egiatan Saiipsl Keterangan
. | Sensus Jumlah anggota parpol sampai dengan 100
Verifikasi anggota.
Awal sumpling Jumlah anggota parpol lebih dari 100

anggota.

Jumlah anggota parpol sampai dengan 100
anggota, diambil sampel 10 % dari data
anggota yang diserahkan oleh parpal.

Jumlah anggota parpol lebih dari 100

anggota, diambil sampel 5 % data anggota
yang diserahkan oleh parpol.

Konversi Samipel

. Jika ditemukan angka dari hasil perkalian antara 10% dengan jumlal

anggota saat penentuan sampel tidak bulat (1,2 ; 3,3 ; 5,7), miaka dibulatkan
keatas (1,2 =2, 3,5 24, 5,7 206).

. Data yang menjadi pedoman dalam menentukan hasil akhir adalah data yang

dinyatakan memenuhi syarat pada verifikasi awal dan data yang dinyatakan
memenuhi syarat pada verifikasi hasil perbaikan.
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6. Penjelasan penghituingan konversi jumlah anggota parpol sampai dengan
100 anggota, diambil sampel 10 % dari data anggota yang diserahkan cleh
parpol, disimulasikan sebagai berikut

a. Verifikasi Awal Menggunakan Metode Sensus :
- Jumlah penduduk = 40.000 orang
- Syarat minimal keanggotaan 1/1.000 =40 anggota
- Partai politik menyerahkan data anggota = 60 anggota
- Jumlah anggota yang memenuhi syarat (MS) = 20 anggota
= Jumlah anggeta yang tidak memenuhi syarat (TMS) = 40 anggota

b. Penghitungan Syarat Minimal Perbaikan :
Syarat Minimal Keanggotaan — Jumlah Anggota Memenuhi Syarat (MS)

= 40 - 20
= 20
Kesimpulamn :

Jumlah anggota baru yang harus diserahkan oleh parpol untuk perbaikan
adalah minimal 20 anggota.

c. Contoh Kasus Perbaikan :
Partai Politik menyerahkan data baru sejumlah 42 anggota. Setelah di
analisis keanggotaan ganda, terindikasi 2 anggota ganda internal, maka
hasil akhir data baru yang dapat digunakan untuk perbaikan adalah 40
anggota.

d. Penghitungan Penentuan Sampel Setelah Dilakukan Konversi :
10% x Data Perbaikan
= 10% x 40
= 4
Kesimpulan :
Berdasarkan hasil penghitungan tersebut, maka jumlah sampel untuk
veritikasi perbaikan adalah 4 anggota.

¢ Contoh Hasil Verifikasi Perbaikan :
Saat verifikasi perbaikan dari 4 sampel, 2 dinyatakan memenuhi syarat
(MS), dan 2 dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

f. Menentukan Hasil Akhir Data Memenuhi Syarat Setelah Verifikasi
Perbaikan :
= Amngka proyeksi = 100/10 = 10
= Jumlah anggota memenuhi syarat (MS) verifikasi perbaikan :
Jumlah Sampel Memenuhi Syarat (MS) x Angka Proyeksi
= 2 x 10
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= 20

= Jumlah keseluruhan data memenulhi syarat (MS) :
Jumlah Anggota Memenuhi Syarat Awal + Jumlah Anggota Memenuhi
Syarat Perbaikan
= 20 + 20
= 40

- Kesimpulan :
Jumlah anggota memenuhi syarat keseluruhan 40 anggota, maka
dinyatakan memenuhi syarat minimal keanggotaan sejumlah 40,
sehingga status keanggotaan dinyatakan memenuhi syarat (MS).

7. Penjelasan penghitungan konversi jumlah anggota parpol sejumlah 1/1000
jumlah penduduk, diambil sampel 5 % data anggota yang diserahkan oleh
parpol, disimulasikan sebagai berikut

a. Verifikasi Awal Menggunakan Metode Sampel Acak Sederhana:

- Jumlah penduduk = 800.000 orang

-  Syarat minimal keanggotaan 1/1.000 = 800 anggota

- Partai politik menyerahkan data anggota = 900 anggota

- Jumlah samipel dari 900 anggota yaitu 900 x 10% = 90 anggota

- Jumlah anggota yang memenuhi syarat (MS) = 70 anggota, diproyeksi
balik 70 x 100/ 10 menjadi 700 anggota

- Jumlah anggota yang tidak memenuhi syarat (TMS) = 20 anggota

= Kesimpulan :
Status keanggotaan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) karena
jumlah anggota yang memenuli syarat (MS) hanya 700, kurang dari
syarat minimal sejumlah 800 anggota.

b. Penghitungan Syarat Minimal Perbaikan :
Syarat Minimal Keanggotaan — Jumialy Anggota Memenuhi Syarat (MS)

= 800 - 700
= 100
Kesimpulan :

Jumlah anggota baru yang harus diserahkan oleh parpol untuk perbaikan
adalah minimal 100 anggota.

¢. Contoh Kasus Perbaikan :
Partai Politik menyerahkan data baru sejumlah 200 anggota. Setelah di
analisis keanggotaan ganda, tidak ada data yang terindikasi ganda
internal, maka hasil akhir data baru yang dapat dignnakan untuk
perbaikan adalah 200 anggota.
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d. Penghitungan Penentuan Sampel Setelah Dilakukan Konversi :
S % x DataPerbaikan

5% x 200

= 10

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil penghitungan tersebut, maka jumlah sampel untuk
verifikasi perbaikan adalah 10 anggota.

e. Contoh Hasil Verifikasi Perbaikan :
Saat verifikasi perbaikan dari 10 sampel, 6 dinyatakan memenuhi syarat
(MS), dan 4 dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

f. Menentukan Hasil Akhir Data Memenuhi Syarat Setelah Verifikasi

Perbaikan :

- Angka proyeksi = 100/5 = 20

= Jumlah anggota memenuhi syarat (MS) :
Jumlah Sampel Memenuhi Syarat (MS) x Angka Proyeksi
= 6 x 20
= 120

- Jumlah keseluruhan data memenuhi syarat (MS) :
Jumlah Anggota Memenuhi Syarat Awal + Jumilah Anggota Memenuhi
Syarat Perbaikan
= 700 + 120
= 820

- Kesimpulan :
Jumlah keseluruhan data memeénuhi syarat sejumlah 820 anggota,
maka dinyatakan memenuhi syarat minimal keanggotaan sejumlah
800 anggota, sehingga status keanggotaan dinyatakan memenuli
syarat minimal (MS).

8. Penjelasan penghitungan konversi jumlah anggota parpol minimal 1.000
anggota, diambil sampel 3 % data anggota yang diserahkan oleh parpol,
disimulasikan sebagai berikut :

a. Verifikasi Awal Menggunakan Metode Sampel Acak Sederhana ;
- Jumlah penduduk = 3.750.000 erang
- Syarat minimal keanggotaan = 1.000 anggota
= Partai politik menyerahkan data anggota = 1.200 anggota
- Jumlah sampel dari 1,200 anggota yaitu 1.200 x 10% = 120 anggota
= Jumlah anggota yang memenuhi syarat (MS) = 90 anggota, di proyeksi
balik 90 x 100/ 10 menjadi 900 anggota
- Jumlah anggota yang tidak memenuhi syarat (TMS) = 30 anggota
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- Kesimpulan :
Status keanggotaan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) karena
jumlah anggota yang memenuhi syarat (MS) hanya 900 kurang dari
syarat minimal sejumlah 1.000 anggota.

. Penghitungan Syarat Minimal Perbaikan :
Syarat Minimal Keanggotaan — Jumlah Anggota Memenuhi Syarat (MS)
= 1.000 - 900
= 100
Kesimpulan :
Jumlah anggota baru yang haros diserahkan oleh parpol nntuk perbaikan
adalah minimal 100 anggota.

. Contoh Kasus Perbaikan :

Partai Politik menyerahkan data baru sejumlah 330 anggota. Setelah di
analisis keanggotaan ganda, ada 30 data yang terindikasi ganda internal,
maka hasil akhir data baru yang dapat digunakan untuk perbaikan
adalah 300 anggota.

. Penghitungan Penentuan Sampel Setelah Dilakukan Konversi :
5% x Data Perbaikan
= 353% x 300
= 15
Kesimpulan :
Berdasarkan hasil penghitungan tersebut, maka jumlah sampel untuk
verifikasi perbaikan adalah 15 anggota.

. Contoh Hasil Verifikasi Perbaikan :
Saat verifikasi perbaikan dari 15 sampel, 4 dinyatakan memenuhi syarat
(M8), dan 11 dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

Menentukan Hasil Akhir Data Memenuhi Syarat Setelah Verifikasi
Perbaikan ;
- Angka proyeksi balik = 100/35 =20
- Jumlah sampel Menienuhi syarat :
Jumlah Sampel Memenuhi Syarat (MS) x Angka Proyveksi
= 4 x 20
= 80
= Jumlah keseluoruhan anggota memenuhi syarat :
Jumlah Anggota Memenuhi Syarat Awal + Jumlah Anggota Memenuhi
Syarat Perbaikan

www.peraturan.go.id



2018, No.138 136

= 900 + 80
= 980

- Kesimpulan :
Jumlah keseluruhan anggota memenuhi syarat 980 anggota, maka
dinyatakan tidak memenuhi syarat minimal keanggotaan sejumialy
1.000 anggota, sehingga status keanggotaan dinyatakan tidak
memenuhi syarat (TMS).
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